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ABSTRAK 
 
MARYUDHI (E211 08 258) Sistem Kearsipan Pada Badan Keluarga 
Berencana Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone, xiv + 79 + 9 + 2 + 26 
(1996-2012). Dibimbing Oleh Dr. H. Baharuddin, M.Si dan Drs. H. Nurdin 
Nara, M.Si. 
 
Sistem kearsipan merupakan bagian paling penting dalam kegiatan administrasi 
yang harus mendapat perhatian utama dan pertama. Sistem kearsipan dianggap 
penting karena arsip yang merupakan memori, bahan acuan, dan juga bahan 
pertanggung jawaban harus dikelola dan dijaga keutuhannya. Hal ini juga 
diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 bahwa Arsip harus 
dikelola dan diselamatkan oleh Negara. 
Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan sistem kearsipan pada Badan 
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone dan kendala-
kendala yang dihadapi dalam sistem kearsipan. Pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah kualitatif deskriptif dan didukung dengan data sekunder. Jenis 
data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data 
sekunder diperoleh dari pengolahan data dan observasi. Teknik analisis data 
dimulai dari pengumpulan informasi melalui wawancara dan pada tahap akhir 
dengan menarik kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kearsipan pada Badan Keluarga 
Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupeten Bone belum berjalan sesuai 
dengan yang seharusnya, dimana dalam sistem kearsipan pada Badan Keluarga 
Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone masih sangat sederhana 
dan belum diterapkan sistem peminjaman yang sesuai prosedur  serta kendala-
kendala yang mempengaruhi sistem kearsipan seperti sumber daya manusia, 
sarana dan prasarana dalam hal ini alat penyimpanan arsip juga termasuk 
pembiayaan arsip belum tersedia dan belum sesuai kebutuhan, sehingga 
kegiatan kearsipan belum berjalan dengan baik sesuai dengan diharapkan. 
Kata kunci : sistem kearsipan, mendeskripsikan, sumber daya manusia, sarana 
dan prasarana. 
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ABSTRACT 
 
MARYUDHI (E211 08 258) Sistem Kearsipan Pada Badan Keluarga 
Berencana Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone, xiv + 79 + 9 + 2 + 26 
(1996-2012). Supervised by Dr. H. Baharuddin, M.Si dan Drs. H. Nurdin Nara, 
M.Si. 
 
Archival system is the most important part of the administrative activities that 
should be central and first. Archival system is considered important because it is 
an archive of memory, reference, and also material accountability must be 
managed and maintained integrity. It is also mandated by Act No. 43 of 2009 that 
the archive should be managed and saved by the State. 
The purpose of this study was to description archival system at Badan Keluarga 
Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone and constraints faced in 
filing. The research approach used is qualitative descriptive and supported by 
secondary data. The type of data is primary data obtained from interviews and 
secondary data obtained from the processing of data and observations. 
Techniques of data analysis starts from the collection of information through 
interviews and at a late stage with interesting conclusions. 
The results showed that archival system at Badan Keluarga Berencana dan 
Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone not as it should be, because system in there 
still ancient and have not implemented a system of lending procedures and 
constraints that affect archival systems, such as human resources, facilities and 
infrastructure in this storage of device archive also includes financial archive not 
yet available, so that the activities of archival system has not been going well to 
be expected. 
Key word : archival system, description, human resources, facilities and 
infrastructure. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
I.1 Latar Belakang 
 Suatu organisasi besar seperti halnya kantor pemerintahan, peranan 
warkat atau arsip dalam administrasi perkantoran dipandang sangat penting 
mengingat bahwa fungsinya sebagai salah satu media pemberitahuan, 
menjelaskan, permintaan pendapat atau sebagainya. Arsip sebagaimana yang 
tertuang pada UU Nomor 43 Tahun 2009 adalah rekaman kegiatan atau 
peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga 
negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi 
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi istilah arsip dalam 
dunia perkantoran maupun suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan tidak 
asing lagi atau bahkan dianggap sebagai suatu hal yang penting dalam setiap 
kegiatan organisasi. 
Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Drs. Basir Barthos (2009) :  
Arsip adalah setiap catatan tertulis baik dalam bentuk gambar ataupun 
bagan yang memuat keterangan-keterangan mengenai sesuatu subyek (pokok 
persoalan) ataupun peristiwa yang dibuat orang untuk membantu daya ingatan 
orang (itu) pula. 
 
Oleh karena itu lembaga baik pemerintah maupun swasta masing-masing 
memiliki cara atau aturan dalam menata arsip, baik surat masuk maupun keluar 
yang disusun sedemikian rupa dan digolong-golongkan menjadi beberapa 
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kelompok. Proses pengurusan atau penggolongan surat masuk maupun keluar 
hingga penyusutan dan pemusnahannya lebih dikenal dengan kearsipan. 
Kearsipan ini sangatlah potensial dan tidak mungkin dapat dihapus dalam 
menunjang kelancaran kegiatan administrasi sehari-hari disegala bidang 
kegiatan. 
Menurut artikel Ahmad junaedi, Meskipun sangat penting, padarealisasinya 
bidang kearsipan masih kurang mendapatkan tempat yang proporsional dalam 
organisasi pemerintahan di Indonesia, karena : Pertama, soal image dan 
apresiasi, sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan aparat di pemerintah 
sendiri baik dari level pimpinan sampai dengan staf masih mencitrakan dan 
mengapresiasikan arsip sebatas pada sisi fisiknya bukan dari sisi informasinya. 
Arsip masih dipandang hanya sebagai tumpukan kertas yang berdebu  (kotor), 
puing-puing masa lalu yang tidak perlu mendapatkan perhatian serius. Arsip  
bukan dipandang sebagai suatu bagian dari informasi dan bukti ( evidence ) atas 
hak dan kewajiban pemerintah atau warga negara. 
Kedua, Bidang kearsipan tidak secara langsung menyentuh kebutuhan 
dasar harian manusia, bahkan seakan  tidak ada hubungannya dengan urusan 
pendidikan dan kesehatan sehingga belum menjadi prioritas dalam 
pembangunan di Indonesia, walaupun sudah didukung oleh  PP 28 Tahun 2012 
yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan adalah urusan wajib yang 
harus dilakukan ditingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan perguruan 
tinggi yang sebelumnya urusan kearsipan dalam suatu sistem kearsipan nasional 
hanya merupakan urusan penunjang pemerintahan. 
Ketiga, kurangnya kepedulian dan perhatian yang serius terhadap 
pentingnya kegiatan pengelolaan arsip dihampir seluruh jajaran organisasi, 
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urusan kearsipan seakan hanya tanggungjawab dan urusan unit 
kearsipan/ketatausahaan saja, hal ini tentu saja sangat mempengaruhi 
kelanjutan dari proses daur hidup arsip itu sendiri, yaitu pada tahap penggunaan, 
pemeliharaan dan penyusutan ( menimbulkan arsip kacau di SKPD). Keempat, 
lemahnya penegakan hukum terhadap  penyimpangan dan penyalahgunaan 
dalam mengelola arsip, akibatnya tanpa melakukan pengelolaan dan 
penghapusan arsip yang tidak memenuhi ketentuan hukum dianggap hal yang 
biasa. Kelima, organisasi kearsipan, unit kearsipan pada SKPD kurang mampu 
mengaktualisasikan kewenangan dan fungsinya sebagai penggerak dalam 
kegiatan dan program kearsipan, baik dalam pengelolaan, pembinaan dan 
pengembangan maupun penyelamatan informasi penting. Demikian juga, pada 
lembaga kearsipan, sebagai institusi yang bertanggungjawab pada pengelolaan 
kearsipan didaerah kurang didukung oleh  anggaran, sarana dan prasarana yang 
representatif sehingga akhirnya berdampak pada pengembangan kegiatan 
kearsipan di daerah. Keenam, sumber daya manusia ( arsiparis ) yang masih 
terbatas baik secara jumlah dan kualitas, keterbatasan SDM ini juga berpengaruh 
pada pengembangan kegiatan kearsipan itu sendiri. 
Dari berbagai permasalahan yang mengukung  bidang kearsipan tersebut, 
secara umum tentu saja  mempengaruhi  pelaksanaan tata kelola pemerintahan 
di daerah khususnya dalam proses penyelenggaraan administrasi, karena 
aktivitas birokrasi seperti pada proses perencanaan, pelaksanaan  ( pelayanan ), 
dan evaluasi  kurang terdukung oleh akuntabilitas terhadap keputusan yang di 
ambil. 
Terkait dalam hal ini arsip atau dokumen diperlukan sebagai sarana 
informasi dan bukti resmi dalam penyelenggaraan administrasi, maka untuk 
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kelancaran administrasi dalam suatu kantor diperlukan kearsipan yang teratur. 
Kearsipan yang teratur dan tertib merupakan alat informasi dan referensi dasar 
yang sistematik yang metodenya dapat membantu pimpinan baik lembaga 
pemerintah maupun swasta guna kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan 
ataupun tugas yang berkaitan dengan kedinasan atau sebagai sarana evaluasi 
dalam proses pelaksanaan kegiatan organisasi itu sendiri terutama sebagai 
bentuk pertanggungjawaban dari proses kegiatan organisasi selama ini. Dalam 
hal ini bagaimana pemerintah melakukan peranannya dalam hal akuntabilitas. 
Menurut Dorotul yatimah (2009) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan 
suatu instansi khususnya bagian yang menangani kearsipan harus melakukan 
berbagai tahap atau kegiatan kearsipan antara lain : pengurusan dan 
pengendalian surat (berkas/dokumen), penyimpanan arsip, penyusutan dan 
pemusnahan arsip. 
Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone 
yang merupakan salah satu unit SKPD yang juga melaksanakan urusan yang 
berhubungan dengan administrasi dan setiap saat memerlukan informasi baik 
dalam surat atau dokumen yang dibuat maupun diterima. Informasi tersebut 
merupakan salah satu bahan dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk 
memperlancar dalam pengambilan keputusan, maka suatu surat atau dokumen 
diatur, ditata disimpan dengan tertib dan teratur berdasarkan suatu sistem. 
Sistem adalah serangkaian dari prosedur-prosedur yang saling berkaitan 
dengan tujuan untuk melakukan suatu fungsi. Pada kenyataannya, penyimpanan 
data dan informasi sering kali tidak dilakukan dengan baik. Padahal, fungsi dari 
arsip tersebut sangat penting dalam kelancaran oprasional organisasi, sehingga 
5 
 
diperlukan sebuah sistem penyediaan dan penyimpanan data dan informasi yang 
efektif. 
Jika kita perhatikan dalam modul Soetrisno dan Brisma Renaldi (2006) 
menuliskan bahwa pentingnya sistem kearsipan dapat diilustrasikan oleh studi di 
Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa 43 persen organisasi / perusahaan 
yang arsipnya musnah oleh kebakaran atau oleh sebab yang lain, tidak mampu 
untuk melakukan kegiatannya kembali. Penyimpanan arsip harus dapat 
mencegah dari kehilangan adalah sangat penting, dan merupakan bagian dari 
sistem kearsipan. 
Sistem kearsipan itu sendiri pada hakekatnya menurut The Liang Gie 
(2000) terdiri atas lima sistem penyimpanan arsip yaitu : (1) penyimpanan 
menurut abjad; (2) penyimpanan menurut subjek; (3) penyimpanan menurut 
wilayah; (4) penyimpanan menurut nomor; dan (5) penyimpanan menurut 
tanggal. Namun lebih saat ini dikenal dengan dua sistem kearsipan yaitu, sistem 
kearsipan pola lama dan sistem kearsipan pola baru. Dalam buku Basir Barthos 
(2009) dikatakan bahwa sistem kearsipan pola baru sudah diterapkan di 
beberapa instansi di Indonesia dan sudah cukup baik dalam penerapannya 
karena memudahkan dalam menata, menemukan kembali dan penyusutkan 
arsip yang ada. Namun pada kenyataannya masih banyak yang masih 
menggunakan sistem kearsipan pola lama. Hal ini kembali lagi pada masalah 
awal yakni kurangnya perhatian khusus terhadap kearsipan, padahal arsip 
memiliki peranan sangat penting dalam sistem administrasi pemerintahan. 
Jika kita mengetahui dalam pelaksanaan sistem administrasi 
pemerintahan, sistem  kearsipan memiliki posisi dan peran strategis. Tidak ada 
arsip (dokumen) tidak akan ada administrasi, sebaliknya tidak ada administrasi 
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tanpa kehadiran arsip. Arsip dan administrasi ibarat dua sisi mata uang yang 
saling berkontribusi. Administrasi dapat berjalan dengan baik karena adanya 
dukungan arsip, sebaliknya arsip akan tercipta seiring aktivitas (administrasi) 
pemerintah. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan maka akan semakin 
banyak pula volume  arsip yang diciptakan. Arsip adalah informasi yang terekam 
yang keberadaannya sangat diperlukan oleh setiap organisasi.  
Jika sistem kearsipan dalam bagian administrasi berjalan dengan baik 
maka kegiatan administrasi akan berjalan dengan lancar. Dan sebaliknya jika 
sistem kearsipan kurang diperhatikan, maka kegiatan administrasi akan sedikit 
terhambat. Hal ini dapat dikarenakan arsip-arsip atau dokumen-dokumen sulit 
untuk ditemukan atau bahkan tidak diketahui keberadaannya dan berdampak 
terhadap kerja pegawai pada oraganisasi itu sendiri. 
Setelah melakukan penjajakan awal dilapangan, permasalahan yang 
muncul tersebut sebelumnya di atas juga ditemukan pada Badan Keluarga 
Berencana Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone, bahwa kurangnya 
perhatian khusus terhadap karsipan itu sendiri. Ini dilihat dari banyaknya pegawai 
yang tidak mengerti mengenai sistem kearsipan atau dapat dikatakan kurangnya 
tenaga arsiparis yang handal menyebabkan kegiatan kearsipan dalam Badan 
tersebut tidak berjalan lancar dan mengalami beberapa kendala seperti dalam 
hal pengurusan dan pengendalian surat/dokumen, penyimpanan dan penemuan 
kembali arsip, penyusutan dan pemeliharaan arsip, serta dalam hal pemeliharaan 
dan pengamanan arsip. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan 
kearsipan belum berdampak signifikan terhadap kegiatan kearsipan yang sampai 
sekarang ini masih berjalan. 
7 
 
Maka dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
mengenai “Sistem Kearsipan pada Badan Keluarga Berencana dan Keluarga 
Sejahtera (KB dan KS) Kabupaten Bone ”. 
I.2 Rumusan Masalah 
Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang diatas, penulis 
ingin menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana sistem kearsipan 
terutama penerapan pola lama dan pola baru yang ada pada Badan 
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone. Berangkat 
dari latar belakang masalah dan judul dalam skripsi ini, maka penulis 
menyusun rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : 
Bagaimana Sistem Kearsipan pada Badan Keluarga Berencana dan 
Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone ? 
I.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk 
mendeskripsikan sistem kearsipan pada Kantor Badan Keluarga Berencana 
dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone dan menjelaskan kendala-
kendala yang dihadapi dalam kegiatan kearsipan pada Kantor Badan 
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone.   
I.4 Manfaat Penelitian 
Diharapkan penelitian ini dapat berimplikasi dalam hal sebagai berikut :  
a. Manfaat Akademis  
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1) Para peneliti, mahasiswa yang berminat mengkaji ulang tema yang 
sama dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai sumber 
informasi, khusus mengenai sistem kearsipan tersebut.  
2) Menambah referensi untuk dijadikan acuan pembelajaran dalam 
memberi informasi kepada mahasiswa.  
b. Manfaat Praktis  
Pihak Pemerintah Kabupaten Bone terkhusus pihak Badan Keluarga 
Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone dapat 
memanfaatkan hasil penelitian tersebut sebagai bahan informasi 
maupun sebagai bahan masukan dalam rangka mengambil 
keputusan dan tata kelola kearsipan kedepannya. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
II.1 Konsep Sistem Kearsipan  
 II.1.1 Pengertian Sistem  
Dalam sebuah organisasi terdapat beberapa fungsi yang masing-masing 
memiliki  aktivitas dan deskripsi pekerjaan yang berbeda satu sama lain. Masing- 
masing aktivitas tersebut akan menghasilkan data dan informasi. Data adalah 
kumpulan fakta yang merepresentasikan keadaan atau aktivitas pekerjaan 
sebelum diolah dan diorganisasikan keadaan form yang dapat dipahami oleh 
orang lain, sedangkan informasi merupakan data yang telah diubah kedalam 
form yang dapat dipahami dan berguna bagi organisasi. Sistem perkantoran 
yang baik akan menjelaskan bagaimana sebuah data dikumpulkan, lalu 
ditransformasikan ke dalam form agar dapat didistribusikan, mendapatkan 
umpan balik, sehingga sebuah keputusan dapat diambil manajer.   
Adapun pegertian sistem menurut Gordon B. Davis (1984) dalam buku 
Hendi Haryadi (23:2009) dikatakan bahwa “Sebuah sistem terdiri dari bagian-
bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai 
beberapa sasaran atau maksud”.  
Sementara itu, pendapat lain disampaikan oleh Raymond Mcleod (2011) 
dalam buku Hendi Haryadi (24:2009) yang mengatakan bahwa “Sistem adalah 
himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu 
kesatuan yang utuh dan terpadu”. 
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Dari pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu sistem  
merupakan elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam 
melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 
Disisi lain kata “sistem” dalam hubungannya dengan sistem kearsipan 
biasanya menunjukkan metode penyusunan atau metode klasifikasi 
(penggolongan), tetapi dapat juga berarti macam perlengkapan yang 
dipergunakan, organisasi penyusun tenaga kerja, dan metode-metode yang 
dipergunakan apabila meminjam dan mengembalikan surat. (Moekijat, 118 : 
2008).  
 II.1.1.1 Unsur-unsur Sistem  
Sistem terdiri dari subsistem yang berhubungan dengan prosedur yang 
membentuk pencapaian tujuan. Pada saat prosedur diperlukan untuk melengkapi 
beberapa proses pekerjaan, maka metode berisi tentang aktivitas oprasional atau 
teknis yang akan menjelaskannya. Jadi, organisasi sebagai sistem merupakan 
kesatuan dimana bagian terkecil dari sistem merupakan penjabaran dari sistem 
organisasi yang digunakan.  
Menurut Laudon dan Laodun (2004) serta Odgers (2005) dalam buku Irra 
Chrisyanti (31 : 2011), sistem terdiri dari beberapa unsur antara lain :  
a. Input (jenis input seperti data, informasi dan material yang diperoleh dari 
dalam maupun luar organisasi). 
b. Processing (pemprosesan dari input menjadi output melibatkan metode dan 
prosedur dalam sistem). 
c. Output (berupa informasi pada kertas atau dokumen yang tersimpan secara 
elektronik, kemudian didistribusikan ke bagian yang membutuhkan). 
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d. Feedback (mutlak diperlukan karena dapat mengevaluasi efektivitas output 
yang dihasilkan). 
e. Controling (dilakukan melalui dimensi internal dan eksternal). 
 
 II.1.1.2 Karateristik Sistem  
Menurut Mcleod dan Schell (2001) dalam buku Irra Chrisyanti (31 : 2011), 
bahwa sistem yang baik memiliki karateristik sebagai  berikut :  
a. Fleksibel (sistem dibuat lebih fleksibel agar memudahkan keadaan yang 
sering berubah). 
b. Adaptif (sistem harus cepat dan mudah diadaptasikan dengan kondisi yang 
baru tanpa mengubah sistem yang lama maupun fungsi utamanya). 
c. Sistematis (sistem dibuat tidak mempersulit aktivitas pekerjaan yang telah 
ada). 
d. Fungsional (sistem dapat membantu mencapai tujuan yang telah ditentukan). 
e. Sederhana (sistem harus lebih sederhana sehingga mudah dipahami dan 
dilaksanakan). 
f. Pemanfaatan sumber daya yang optimal (sistem dirancang dengan baik 
sehingga penggunaan sumber daya yang dimiliki organisasi dapat optimal 
pemanfaatannya). 
 
  II.1.1.3  Tahapan Dalam Pengembangan Sistem  
Pendekatan sistem dalam organisasi terbukti dapat menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi organisasi dengan mengembangkan sistem baru 
atau memodifikasi sistem yang telah ada. 
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Menurut Quible (2000) dalam buku Irra Chrisyanti (33 : 2011), ada 
beberapa tahapan pengembangan sistem yaitu: 
a. membatasi secara jelas proses yang perlu dipelajari. 
b. memberi rencana tentang isi dan proses yang berjalan. 
c. menganalisis proses yang sedang berjalan. 
d. merencanakan proses yang dikembangkan. 
e. membuat proses baru. 
 
 II.1.2 Konsep Kearsipan 
  II.1.2.1 Pengertian Kearsipan  
Arsip berasal dari bahasa asing, orang Yunani mengatakan “Arcivum” yang 
artinya tempat untuk menyimpan.sering pula kata tersebut ditulis “Archeon” yang 
berarti Balai Kota (tempat untuk menyimpan dokumen) tentang masalah 
pemerintahan. Menurut bahasa Belanda yang dikatakan “Archief” mempunyai 
arti: 
1. Tempat untuk menyimpan catatan-catatan dan bukti-bukti kegiatan yang lain. 
2. Kumpulan catatan atau bukti kegiatan yang berwujud tulisan, gambar,grafik, 
dan sebagainya. 
3. Bahan-bahan yang akan disimpan sebagai bahan pengingatan. 
Perkataan arsip yang sudah secara umum dianggap sebagai istilah 
bahasa Indonesia, mempunyai arti : 
a. Tempat untuk menyimpan berkas sebagai bahan pengingatan. 
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b. Bahan-bahan baik, baik berwujud surat, laporan, perjanjian, gambar-gambar 
hasil kegiatan, statistika kuitansi, dan sebagainya yang disimpan sebagai 
bahan pengingatan. 
Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 mengenai 
Kearsipan, beberapa pengertian mengenai arsip dan kearsipan telah terangkum 
di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, yaitu : 
1. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. 
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga 
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan 
perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. 
3. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan 
pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 
4. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar 
bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan 
tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. 
5. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus 
menerus. 
6. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. 
7. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki 
nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan 
dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak 
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langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga 
kearsipan. 
8. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan 
kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, 
keamanan, dan keselamatannya. 
9. Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga. 
Sedemikian lengkap UU No. 43 Tahun 2009 ini mewadahi pengertian arsip 
dan kearsipan. Tinggal bagaimana penerapannya dalam pengelolaan arsip bagi 
kehidupan kebangsaan, organisasi, perusahaan dan perkantoran sehingga pada 
akhirnya dapat terwujud dunia kearsipan tanah air yang terkelola secara optimal, 
efektif dan efisien. 
Sedangkan menurut The Liang Gie (2000) dalam buku Administrasi 
Perkantoran Modern mengatakan bahwa :  
Kearsipan adalah  setiap catatan tertulis atau bergambar yang memuat 
keterangan mengenai suatu hal atau peristiwa yang dibuat orang untuk 
membantu ingatannya. 
 
Selain dari pengertian diatas, Basir Barthos (2009) dalam buku Manajemen 
Kearsipan mengatakan bahwa :  
Arsip dapat diartikan sebagai suatu badan (agency) yang melakukan 
segala kegiatan pencatatan, penanganan, penyimpanan dan pemeliharaan surat-
surat / warkat-warkat yang mempunyai arti penting baik ke dalam maupun ke 
luar, baik yang menyangkut soal-soal pemerintahan maupun non-pemerintahan, 
dengan menerapkan kebijaksanaan dan sistem tertentu yang dapat 
dipertanggungjawabkan.  
 
Memang perkataan arsip yang berasal dari bahasa Yunani semula 
menunjukkan kepada gedung penyimpanan sebagaimana yang dikatakan S. 
Muller J.A Feith dan R. Fruin dalam buku The Liang Gie (119 : 2000) :  
Arsip merupakan keseluruhan dokumen-dokumen tertulis, lukisan-lukisan 
dan barang-barang cetakan yang secara resmi diterima atau dihasilkan oleh 
suatu badan pemerintahan atau salah seorang dari pejabat-pejabatnya 
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sepanjang dokumen-dokumen itu di maksudkan untuk berada di bawah 
pemeliharaan dari badan itu atau pejabat itu.  
 
Dapat dikatakan bawah aktivitas pokok di bidang kearsipan ialah 
menyimpan warkat, tetapi tujuannya yang utama ialah menemukan kembali 
secara cepat sesuatu warkat yang diperlukan.  
 
 
  II.1.2.2 Peranan Arsip  
Setiap pekerjaan dan kegiatan di perkantoran maupun lembaga  Negara 
memerlukan data dan informasi. Salah satu sumber data adalah arsip, karena 
arsip adalah bukti dan rekaman dari kegiatan atau transaksi mulai dari kegiatan-
kegiatan pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan arsip sebagai 
data diolah baik secara manual maupun komputer menjadi informasi. 
Pengelolaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dari keputusan yang akan 
diambil. 
Menurut Basir Barthos (2 : 2009), Kearsipan mempunyai peranan sebagai 
“pusat ingatan”, “sebagai sumber informasi” dan “sebagai alat pengawasan” yang 
sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan 
“perencanaan”, “penganalisaan”, “pengembangan, perumusan kebijakan, 
pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian 
dan pengendalian setepat-tepatnya”. 
Maka dari pengertian tersebut tampak bahwa arti pentingnya kearsipan 
mempunyai jangkauan yang sangat luas, yaitu baik sebagai alat untuk membantu 
daya ingatan manusia, maupun dalam rangka pelaksanaan kegiatan 
pemerintahan dan pelaksanaan kehidupan kebangsaan. 
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  II.1.2.3 Tujuan  Arsip 
Tujuan kearsipan ialah untuk menjamin keselamatan bahan 
pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan 
penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan 
pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. (Basir Barthos, 12 : 
2009). 
Agar tujuan kearsipan tersebut dapat terlaksana dengan baik diperlukan 
berbagai usaha. Berikut adalah usaha yang dperlukan untuk mencapai tujuan 
kearsipan menurut Durotul Yatimah (184 : 2009) yaitu : 
a. Menyempurnakan penyelenggaraan kearsipan dengan sebaik-baiknya. 
b. Berusaha melengkapi peralatan atau sarana yang diperlukan. 
c. Menyiapkan tenaga-tenaga dalam bidang kearsipan yang mempunyai keahlian 
dan kemampuan para petugas bidang kearsipan melalui pendidikan dan 
pelatihan berupa penataran atau kursus. 
d. Memberikan imbalan dan penghargaan kepada para petugas kearsipan.   
Dengan usaha-usaha tersebut di atas, diharapkan fungsi arsip sebagai 
pusat ingatan dan pusat informasi dapat terwujud dengan sebaik-baiknya.  
 
  II.1.2.4 Jenis-jenis Arsip  
Bentuk arsip bisa beragam, tidak hanya berupa lembaran kertas dan 
tulisan seperti yang kerap dianggap oleh kebanyakan orang, tetapi di sebagian 
kantor, arsip juga berupa surat atau dokumen berbentuk lembaran kertas. Saat 
ini, bentuk arsip tidak hanya lembaran data yang ditumpuk dalam satu tempat 
menjadi satu (arsip konvensional), tetapi sudah berkembang dalam bentuk 
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softcopy (disimpan dalam CD, video, kaset, atau flashdisk). Arsip yang seperti ini 
disebut arsip elektronik. 
Berikut ini jenis-jenis arsip menurut Hendi Haryadi (43 : 2009) dalam 
bukunya Administrasi Perkantoran untuk Manajer & Staf yaitu : 
a. Arsip menurut subjek 
Contoh dari arsip ini adalah arsip keuangan, seperti laporan keuangan, buki 
pembayaran, bukti pembelian, surat perintah membayar, dan daftar gaji; atau 
arsip kepegawaian, seperti data riwayat hidup pegawai, surat lamaran, dan 
surat pengangkatan pegawai. 
b. Arsip menurut bentuk 
Arsip dalam bentuk ini sangat banyak ragamnya, seperti naskah perjanjian, 
akte pendirian perusahaan, notulen rapat, laporan-laporan, kuitansi, berita 
acara, bon penjualan, pita rekaman, microfilm, dan compact disk. 
c. Arsip menurut nilai  
Contoh dari arsip ini adalah arsip yang memiliki nilai informasi, seperti 
pengumuman, pemberitahuan, dan undangan. Juga arsip yang memiliki nilai 
kegunaan administrasi, seperti ketentuan-ketentuan organisasi, surat 
keputusan, prosedur kerja, dan uraian tugas pegawai. Selain itu, arsip yang 
memiliki kegunaan hukum, seperti akte pendirian perusahaan, akte kelahiran, 
peraturan-peraturan, surat perjanjian, surat kuasa, kuitansi, berita acara, dan 
keputusan peradilan. 
d. Arsip menurut sifat kepentingan 
contoh dari arsip ini adalah arsip non-esensial, seperti surat permohonan cuti, 
surat pesanan barang, dan surat permintaan. Juga arsip penting seperti surat 
keputusan, daftar riwayat hidup, laporan keuangan, buku kas, dan daftar gaji. 
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Selain itu, ada juga arsip vital, seperti akta pendirian perusahaan, buku induk 
pegawai, dan dokumen kepemilikan tanah. 
e. Arsip menurut fungsinya 
 Terdiri dari dua macam, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. 
1. Arsip dinamis (dokumen) : 
1.1 yaitu arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, 
pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya 
atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggraan administrasi 
Negara. 
1.2 Arsip yang senantiasa masih berubah nilai dan artinya menurut 
fungsinya. 
1.3 Kategori Arsip Dinamis adalah sebagai berikut : 
a) Administratif : dokumen prosedur, formulir atau korespondensi. misal: 
pedoman staf, roster, pembukuan perjalanan. 
b) Akuntansi : laporan,formulir, dan korespondensi terkait. misal: 
tagiahan, invoice, arsip dinamis rekening bank, laporan penagihan 
nasabah. 
c) Proyek : korespondensi, nota, dokumentasi, dan sebagainya 
(berkaitan dengan proyek tertentu). 
d) Berkas kasus meliputi arsip dinamis nasabah, asuransi, kontrak dan 
berkas tuntutan hukum. 
1.4 menurut basir barthos (4 : 2009), arsip dinamis dilihat dari kegunaannya 
dibedakan atas : 
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a) Arsip aktif, adalah arsip yang secara langsung dan terus-menerus 
diperlukan dan digunakan dalam penyelanggaraan administrasi 
sehari-hari serta masih dikelola oleh unit pengelola. 
b) Arsip inaktif, adalah arsip yang tidak secara langsung dan tidak terus-
menerus diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan 
administrasi sehari-hari serta dikelola oleh pusat arsip. 
2. Arsip statis, 
2.1 yaitu arsip yang tidak dipergunakan secara langsungunruk 
perencanaan, penyelenggaraan sehari-hari administrasi Negara. 
2.2 Arsip yang sudah mencapai taraf nilai yang abadi khusus sebagai 
bahan pertanggungjawaban nasional/ pemerintah (hanya 
dipergunakan untuk referensi saja). 
 
II.1.3  Sistem Kearsipan  
Aktivitas pokok dalam bidang kearsipan berupa penyimpanan warkat-
warkat. Warkat-warkat itu harus disimpan menurut suatu sistem yang 
memungkinkan yang memungkinkan penemuan kembali dengan cepat apabila 
diperlukan.  
Pada pokoknya dikenal 5 (lima) macam sistem penyimpanan warkat yang 
dijelaskan oleh The Liang Gie dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern 
(120 :2000) :  
1. Penyimpanan menurut Abjad (Alphabetic Filing) 
Pada penyimpanan ini, warkat-warkat disimpan menurut abjad dari 
nama-nama orang atau organisasi utama yang tertera dalam tiap-tiap warkat 
itu. Dengan sistem menurut urut-urutan abjad ini, sepucuk surat yang 
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berhubungan dengan seorang langganan dapat diketemukan kembali dengan 
lebih cepat daripada kalau semua surat dicampur adukkan. 
2. Penyimpanan menurut pokok soal (Subject Filling) 
Warkat-warkat dapat pula disimpan menurut urusan yang dimuat dalam 
tiap-tiap warkat. Warkat-warkat yang telah dikelompok-kelompokkan menurut 
pokok soalnya itu kemudian disimpan juga menurut urut-urutan abjad judul-
judul urusan tersebut.  
3. Penyimpanan menurut wilayah (Geographic Filling) 
Surat-surat yang harus dipelihara oleh sebuah organisasi dapat pula 
disipampan menurut pembagian wilayah. Untuk indonesia misalnya, dapat 
diadakan pembagian menurut pulau-pulau (Sumatera,Jawa,Kalimantan) atau 
menurut wilayah propinsi maupun wilayah kabupaten/kota serta wilayah 
kecamatan/desa. Namun disini pula dapat dipakai sistem abjad untuk 
mengatur urutan-urutan nama langganan itu, tetapi pengelompokan utamanya 
adalah menurut pembagian wilayah. 
4. Penyimpanan menurut nomor (Numeric Filling) 
Pada sistem penyimpanan ini, warkat yang mempunyai nomor disimpan 
menurut urut-urutan angka dari satu dan terus meningkat hingga bilangan 
yang lebih besar. Ini misallnya faktur-faktur yang dibuat oleh sebuah 
perusahaan. 
5. Penyimpanan menurut tanggal (Chronological Filling) 
Sebagai sistem terakhir untuk penyimpanan warkat-warkat ialah 
menurut urut-urutan tanggal yang tertera pada tiap-tiap warkat itu. Sistem ini 
dapat dapat dipakai bagi warkat-warkat yang harus memperhatikan sesuatu 
jangka waktu tertentu, misalnya surat-surat tagihan. 
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II.1.4 Sistem Kearsipan Pola Baru / Sistem Kartu Kendali 
Selain kelima sistem tersebut diatas ada lagi sistem yang dinamakan 
sistem pola baru. Sistem ini dikembangkan sejak tahun 1972 sebagai hasil 
penelitian yang diciptakan oleh Arsip Nasional RI bekerjasama dengan 
Lembaga Administrasi Negara. Sistem ini disebut juga sistem kartu kendali 
karena dalam penerapannya menggunakan kartu kendali sebagai pengganti 
buku besar agar lebih memudahkan dalam pengontrolan arsip/ surat masuk 
maupun keluar. 
Menurut Basir Barthos (49 : 2009), sistem pola baru adalah sistem 
gabungan antara sistem abjad, sistem subjek, dari sistem nomor, dan sistem 
kronologis. Dengan sistem ini akan lebih efisien dan surat atau arsip yang 
diperlukan lebih cepat ditemukan kembali. 
Penerapan lain dari sistem ini adalah penggunaan peralatan 
penyimpanan berkas/arsip yang lebih modern seperti penggunaan filing 
Cabinet dan leteral Filing Cabinet. 
 
 II.1.5 Tahap-tahap Kearsipan 
II.1.5.1 Pengurusan Surat/ Dokumen 
Pengurusan surat adalah kegiatan-kegiatan mencatat surat masuk dan 
keluar. Pencatatan surat masuk dapat dilakukan dengan menggunakan buku 
catatan harian atau agenda sedangkan untuk surat penting, pengurusannya di 
catat pada kartu kendali. Tahap ini merupakan tahap dimana surat masuk dan 
keluar diregistrasi atau diagenda sesuai sistem yang telah ditentukan. 
 
Adapun contoh lembar kartu kendali adalah sebagai berikut : 
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Indeks/Subjek: Kode: Tgl: 
No urut: 
M/K 
Hal: 
Isi ringkasan: 
Lampiran: 
Dari/kepada: 
Tgl: 
Pengolah: 
No surat: 
Paraf: 
Catatan: 
(sumber : Irra Chrisyanti Dewi, 22 :2011) 
Gambar 1. Contoh Kartu Kendali  
Keterangan : 
a) Kolom indeks; 
Kolom ini diisi dengan masalah yang menonjol dalam surat, sesuai jenis 
indeks nama orang, nama instansi, nama tempat ataupun masalahnya. 
b) Kolom tanggal; 
Diisi sesuai dengan tanggal masuknya surat, nomor urut sesuai dengan 
nomor urut pada hari tersebut, sedangkan huruf (M) dilingkari, berarti surat 
masuk. Dan kalau (K) dilingkari berarti surat keluar. 
c) Kolom kode; 
Diisi dengan kode yang sesuai masalah yang terdapat dalam pola klasifikasi 
kearsipan dari instansi yang telah dibuat. 
d) Kolom isi ringkas; 
Diisi uraian ringkas tentang isi surat. Uraian ini harus benar-benar ringkas, 
tetapi jelas masalah yang terkandung dalam surat tersebut. Sedangkan surat 
dibaca secara teliti, tepat dan cepat. 
e) Kolom lampiran; 
Diisi sesuai dengan jumlah lampiran yang terdapat pada surat tersebut. 
f) Kolom dari; 
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Diisi dari instansi surat itu dari mana datangnya. 
g) Kolom kepada; 
Diisi kepada siapa surat tersebut ditujukan 
h) Kolom nomor surat; 
Diisi nomor sesuai dengan nomor surat yang masuk 
i) Kolom tanggal; 
Diisi tanggal surat masuk tersebut. 
j) Kolom pengolah; 
Diisi unit kerja di instansi tersebut yang akan menangani surat tersebut. 
k) Kolom paraf; 
Setelah surat tersebut disampaikan ke unit kerja dan diterima, maka yang 
menerima surat tersebut membubuhi paraf sebagai tanda terima. 
l) Kolom catatan; 
Kolom ini dicatat apa saja yang perlu dijelaskan tentang surat tersebut, 
misalnya lampiran tidak ada, surat tidak lengkap lembarannya. 
Dalam pengurusan dan pengendalian surat masing-masing organisasi 
menggolongkan surat tergantung pada organisasi yang bersangkutan. 
II.1.5.2 Penyimpanan Arsip  
Menurut Hendi Haryadi (45 : 2009), penyimpanan arsip bertujuan sebagai 
berikut : 
1. Sebagai pusat ingatan dan informasi jika berkas diperlukan sebagai 
keterangan. 
2. Memberi data kepada pegawai yang memerlukan data mengenai hasil-hasil 
kegiatan dan pekerjaan pada masa lampau.  
3. Memberikan keterangan vital, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
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Dan berikut adalah langkah-langkah penyimpanan arsip yang dimaksud: 
1. Pemeriksaan dokumen 
Dokumen harus diperhatikan terlebih dahulu apakah sudah siap disimpan 
atau harus ditindak lanjuti, lalu disetujui, dan ditanda tangani terlebih dahulu 
oleh pihak yang berwenang. Setelah itu, arsip baru bisa disimpan. 
2. Pemberian indeks dan pencatatan arsip 
Pemberian indeks dan pencatatan dilakukan dengan cara memilih serta 
membuat klasifikasi yang tepat untuk dokumen, seperti nama subjek atau 
wilayah. Selain itu, juga mencatatnya secara digital atau manual di agenda. 
Menurut Zulkifli Amsyah (20 : 2001), mengindeks adalah menentukan 
urutan unit-unit atau bagian-bagian dari kata tangkap yang akan disusun 
menurut abjad. Kata tangkap dapat berupa nama orang, nama badan, nama 
tempat, istilah subjek, atau angka, tergantung kepada system penyimpanan 
yang dipergunakan. 
3. Pembuatan cross reference 
Tujuan pembuatan cross reference adalah agar satu dokumen dapat 
dicari dengan beberapa cara yang berbeda. Biasanya arsip terlebih dahulu 
telah dimasukkan nama, subjek, atau tanggalnya di database komputer, 
sehingga saat diperlukan dapat dicari secara cepat dan tepat. 
Setelah langkah-langkah di atas dilakukan, pekerjaan selanjutnya adalah 
memilih alat penyimpananya. Proses pemilihan alat penyimpanan arsip dapat 
dilakukan berdasarkan pertimbangan berikut. 
1. Jenis dari dokumen yang akan disimpan (kertas, kartu, materi audiovisual, 
atau media lain), yang masing-masing media tersebut memiliki perlakuan 
khusus yang berbeda dalam perawatannya. 
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2. Kecepatan pemamfaatan yang diperlukan. 
3. Kebutuhan ruangan. 
4. keamanan. 
5. biaya peralatan. 
6. biaya oprasional penyimpanan. 
 II.1.5.3 Bentuk Penyimpanan Arsip 
Dalam buku Hendi Haryadi (48 : 2009) Administrasi Perkantoran untuk 
manajer dan staf, membagi 2 bentuk penyimpanan arsip :  
1. Arsip Konvesional ; yaitu kumpulan data yang berbentuk kertas atau file-file 
yang tidak beraturan. Penyimpanannya dilakukan secara manual, sehingga 
membutuhkan waktu yang lama dan tempat penyimpanan yang luas. 
Penyimpanan arsip konvensional biasanya dilakukan sebelum era 
komputerisasi, tetapi saat ini juga masih dilakukan, walaupun dalam jumlah 
yang terbatas.  
a.  Langkah-langkah pengarsipan  
Dalam pengelolaan arsip konvensional yang perlu diperhatikan 
beberapa hal berikut. 
1. Komponen sistem kearsipan, pengurusan surat, penataan arsip dengan 
cara pemindahan arsip, dan pemusnahan arsip jika sudah tidak diperlukan. 
2. Metode kearsipan, yaitu metode kearsipan horizontal (dokumen diletakkan 
satu di atas dan yang lainnya di dalam laci arsip) dan metode kearsipan 
vertikal (dokumen diletakkan sebagian ke belakang). 
3. Sistem tata kearsipan yang efektif dan efisien yang mencerminkan 
kepadatan dari arsip itu sendiri, penempatan yang strategis, simple, aman, 
dan yang penting selalu up tu date. 
26 
 
2. Arsip Elektronis ; yaitu kumpulan data yang disimpan dalam bentuk scan-an 
yang dipindahkan secara elektronik atau dilakukan dengan digital copy 
menggunakan resolusi tinggi, kemudian disimpan ke dalam hard drive atau 
optical disk. Pemberian indeks untuk arsip elektronis dapat memberikan 
informasi yang lengkap mengenai data dokumen, seperti penulis, nomor 
referensi, atau tanggal dibuatnya. Data dapat ditampilkan, dicetak, dibagi, dan 
disimpan secara komputerisasi, sehingga memberikan keuntungan besar 
karena membuat isi dokumen menjadi aktif. 
a. Sistem pengarsipan arsip elektronis  
Saat ini, beberapa vendor menyediakan sistem pengarsipan 
profesional sesuai untuk pengelolaan arsip atau dokumen secara benar. 
Sedikitnya ada tiga sistem utama yang tersedia sebagai berikut. 
1. Sistem manajemen dokumen elektronik atau elektronic document 
management  system (EDMS) yang secara umum akan mengelola arsip 
atau dokumen elektronik melalui komputer masing-masing pegawai. 
Misalnya, word processing, spreadsheets, presentasi, dan proyek.  
2. Sistem pemindaian elektronik atau electronic imaging system (EIS) 
yang akan mengelola dokumen atau hasil pemindaian (scan). 
3. Software manajemen dokumen atau records management software 
(RMS) yang akan mengelola dokumen kertas atau data yang tersimpan 
dalam kantor atau pusat penyimpanan dokumen. 
 
II.1.5.4 Penemuan Arsip (Finding, Retrivel) 
Menurut Dorotul Yatimah (209 : 2009), penyimpanan arsip dimaksudkan 
agar ketika dibutuhkan arsip tersebut dapat ditemukan dengan cepat. Penemuan 
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arsip dengan cepat memberi arti bahwa sistem penyimpanan arsip yang 
digunakan telah tepat. Untuk mengetahui apakah arsip yang disimpan efektif, 
artinya dapat ditemukan dengan cepat dan tepat sewaktu-waktu dibutuhkan, 
dapat diukur dengan rasio penemuan : 
 
 
   
 
Kriteria yang digunakan adalah jika rasio lebih besar dari 99,5% berarti 
arsip disimpan dengan baik. Jika rasio penemuan antara 97% sampai dengan 
99,5% berarti arsip disimpan dalam kondisi yang memuaskan, dan jika rasio 
kurang dari 97% teknik penyimpanan perlu dibenahi. 
 
II.1.5.5 Penyusutan dan Pemusnahan Arsip 
Setelah satu periode kegiatan kantor, arsip sudah semakin menumpuk di 
tempat penyimpanan. Apabila hal ini terus berlangsung, tempat penyimpanan 
arsip menjadi semakin penuh sesak, dan jika petugas arsip ingin mencari arsip 
tertentu, ia akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu perlu dilakukannya 
penyusutan dan pemusnahan terhadap arsip-arsip tersebut. 
Namun demikian, sebelum suatu arsip diputuskan untuk dilakukan 
penyusutan dan pemusnahan kita perlu mengetahui sifat karakteristik dari arsip 
tersebut agar tidak salah. Menurut Dorul Yatimah (214 : 2009), sifat karakteristik 
arsip tersebut adalah 
1. Arsip tidak penting; 
Arsip tidak mempunyai nilai kegunaan bagi pimpinan atau organisasi di masa 
 Jumlah arsip yang ditemukan 
Rasio penemuan =  x 100% 
 Jumlah arsip yang dicari 
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mendatang. Misalnya: pengumuman, undangan rapat dan sebagainya. 
2. Arsip yang membantu; 
Arsip yang berguna untuk melancarkan kegiatan organisasi untuk sementara 
waktu. Misalnya: surat pemberitahuan dari bank, bukti pembayaran tertentu 
dan sebagainya. 
3. Arsip penting; 
Arsip yang berguna sebagai alat pembuktian serta untuk memperlancar 
pelaksanaan administrasi, seperti referensi bank, audit pembukuan, neraca 
perusahaan catatan buku kas, dan sebagainya. 
4. Arsip vital; 
Arsip yang menentukan eksistensi organisasi atau perusahaan, dan tidak 
dapat dimusnahkan karena tidak dapat diganti. Misalnya: surat keputusan 
tentang struktur organisasi, akte pendirian perusahaan, status perusahaan, 
surat penetapan pimpinan perusahaan, dan sebagainya. 
Selain mengetahui sifat karakteristik arsip diatas kita juga perlu 
mengetahui apakah arsip termasuk kategori aktif atau inaktif. menurut Irra 
Chrisyanti Dewi (9 : 2011), arsip yang tidak berguna secara berkala harus 
disingkirkan/ dimusnahkan dapat diukur dengan rasio pemakaian : 
 
Patokannya : 15% s/d 20% = arsip aktif 
>20% = arsip lebih aktif 
<15% = arsip inaktif 
 
 Jumlah arsip yang diperlukan 
Rasio pemakaian =  x 100% 
 Jumlah arsip yang disimpan 
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II.1.6 Pengamanan dan Pemeliharaan Arsip  
  II.1.6.1 Pengamanan Arsip  
Arsip yang disimpan harus dijamin aman, baik dari kerusakan 
maupun dari kehilangan. Salah satu metode perlindungan arsip yang sangat vital 
dilakukan dengan cara : 
1. Membuat duplikat untuk tujuan perlindungan dan disimpan pada lokal 
perusahaan yang tempatnya berlainan. 
2. Menyimpan pada ruangan khusus atau almari besi.  
3. Menyimpan arsip asli pada pusat penyimpanan arsip vital  
Selain itu untuk mencegah terjadinya kehilangan, setiap pengeluaran arsip 
yang sifatnya meminjam (digunakan dibagian lain) perlu bukti peminjaman. Untuk 
mencegah kerusakan, perlu di tertibkan agar petugas atau siapapun yang masuk 
ruang penyimpanan dilarang membawa barang atau makanan yang dapat 
menimbulkan datangnya serangga atau hewan sehingga mengakibatkan 
kerusakan arsip. 
 II.1.6.2 Pemeliharaan Arsip 
Arsip harus dijaga keamanannya, baik segi kualitas (tidak mengalami 
kerusakan), kualitas (tidak ada yang tercecer hilang) maupun dari segi 
informalitas (kerahasiaannya), pemeliharaan secara fisik dapat dilakukan dengan 
cara : 
a. Pengaturan ruangan penyimpanan arsip harus dijaga agar tetap kering 
(tidak terlalu lembab), tenang (dengan sinar matahari meskipun jangan 
terkena sinar matahari langsung). Ruangan harus kuat dan mempunyai 
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fentilasi yang memadai, terhindar dari kemungkinan serangan api, air maupun 
serangan serangga pemakan kertas. 
b. Pemeliharaan tempat penyimpanan sebaiknya arsip disimpan di tempat-
tempat terbuka, misalnya dengan mengunakan rak-rak arsip. Apabila harus 
disimpan di tempat tertutup (di lemari), maka lemari tempat penyimpanan itu 
harus sering terbuka untuk menjaga tingkat kelembapan. Juga penataan arsip 
di lemari tersebut diatur secara renggang agar ada udara diantara berkas-
berkas yang di simpan itu, perlunya tingkat kelembapan yang diinginkan. 
Karena apabila tumbuhnya jamur dan sejenisnya, sudah pasti akan merusak 
arsip yang disimpan.   
c. Tindakan preventif Ini berarti menjaga terjadinya kerusakan arsip dengan cara 
tindakan pencegahan, yaitu melarang petugas atau siapapun membawa 
makanan ke ruang tempat penyimpanan. Hal ini dikhawatirkan sisa-sisa 
makanan menyebabkan masuknya serangga/hewan lain dalam ruangan 
tempat penyimpanan. Demikian pula, petugas atau orang lain tidak 
diperkenankan merokok di ruangan. Selain asapnya dapat menimbulkan 
kerusakan kertas, nyala api untuk menghidupkan rokok dan puntung rokok 
dapat membahayakan arsip. Samping tindakan tertentu, untuk mengamankan 
arsip dapat di pasang tabung pemadam kebakaran. 
d. Tempat dan letak arsip tempat arsip sebaiknya terbuat dari tempat logam 
kalau tempat arsip dari kayu, maka harus dipilih kayu berkwalitas (misalnya 
kayu jati).Jadi dengan tempat penyimpanan yang baik, kerusakan arsip dapat 
dicegah sedini mungkin. Di samping tempat yang memadai, letak arsip juga 
perlu diatur, yaitu tidak boleh terlalu berdekatan, arsip harus terletak pada 
tempat yang longgar dan tidak boleh terlipat. 
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e. Kondisi arsip untuk menjaga keutuhan arsip salah satu pemeliharaannya 
adalah menjaga kebersihannya, baik dengan peralatan sederhana seperti 
kemoceng maupun dari peralatan modern yaitu vacuum cleaner. 
Secara nasional pemerintah mempunyai kewajiban dan penyelamatan 
arsip, baik arsip yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun arsip dari 
organisasi swasta atau perorangan. Bagi arsip-arsip yang rusaknya sangat 
hebat, serahkanlah arsip-arsip tersebut ke Arsip Nasional RI untuk diperbaiki. 
II.1.7 Peralatan/ Perlengkapan  dalam penyimpanan Arsip  
Penanganan arsip yang baik menyangkut arsip yang diterima ataupun 
yang dikeluarkan pada pihak lain serta berbagai format yang diperlukan untuk 
menangani semua ini, tentunya harus dipikirkan bagaimana cara menyimpan, 
serta perlengkapan apakah yang diperlukan untuk menangani arsip sehingga 
apabila arsip tersebut diperlukan dapat ditemukan kembali dengan cepat. 
Menurut Irra Chrisyanti Dewi (2011:156) perlengkapan yang penting yang 
sangat diperlukan untuk menyimpan arsip yaitu: 
 Lemari arsip 
Lemari untuk penyimpanan arsip biasanya dengan luas ruangan 
kearsipan, juga keinginan dari organisasi yang bersangkutan. 
Berbagai cara untuk menyimpan arsip, antara lain : 
1) Filing cabinet 
Dipergunakan untuk menyimpan arsip, dilakukan secara vertical artinya 
arsip disimpan bersusun dari atas ke bawah. Filing cabinet terbuat dari 
bahan baja/alumunium yang tahan api. 
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(sumber: Irra Chrisyanti Dewi,156:2011) 
Gambar 2. Contoh filing cabinet 
2) Lateral filing cabinet 
Jumlah arsip yang dapat disimpan pada lemari ini lebih banyak 
disbanding penyimpanan dalam filing cabinet. Juga akan tampak lebih 
rapi karena map arsip dapat disusun berderet dari tingtkat paling atas 
sampai paling bawah. Lemari ini terbuat dari baja/alumunium yang juga 
tahan api. 
 Tanda sekat/guide 
Apabila surat-surat dalam map disimpan dalam lemari arsip tanpa 
mempunyai sandaran, maka guide atau sekat harus disediakan. 
 
 
 
 
(sumber: Irra Chrisyanti Dewi,157:2011) 
Gambar 3. Contoh sekat guide 
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 Map arsip/folder 
Berguna menyimpan berkas arsip/surat. Map ini terbuat dari kertas 
karbon. 
 
 
 
 
(sumber: Irra Chrisyanti Dewi,158:2011) 
Gambar 4. Contoh map arsip/folder 
 
II.2  Kerangka Berpikir  
Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No.43 Tahun 2009 
tentang kearsipan mengamanatkan bahwa dalam rangka mempertahankan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional 
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas jati diri bangsa, serta 
sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh 
Negara. 
Sebagaimana pentingnya arsip itu sendiri sebagai pusat memori, acuan 
dan bahan pertanggungjawaban maka perlu keteraturan dalam proses 
penyimpanannya. penyimpanan arsip harus disimpan menurut suatu sistem yang 
memungkinkan penemuan kembali dengan cepat apabila diperlukan.  
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Pada pokoknya dikenal 5 (lima) macam sistem penyimpanan arsip yang 
dijelaskan oleh The Liang Gie dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern 
(120 :2000) : 
a. Penyimpanan menurut abjad, 
b. Penyimpanan menurut subjek, 
c. Penyimpanan menurut wilayah, 
d. Penyimpanan menurut nomor, dan 
e. Penyimpanan menurut tanggal 
Dan selain dari sistem tersebut diatas kini penerapan sistem kearsipan lebih 
dikenal dengan sistem kearsipan pola lama dan sistem kearsipan pola baru. 
Sebagaimana dalam proses pelaksanaannya perlu ditinjau apakah sistem 
kearsipan yang digunakan pada lembaga-lembaga Negara maupun organisasi 
swasta berjalan dengan baik tanpa adanya kendala perlu dilihat dari kegiatan 
atau tahapan kearsipan yang ada yakni : pengurusan surat/dokumen, 
penyimpanan arsip, penyusutan dan pemusnahan arsip, serta pemeliharaan dan 
pengamanan arsip. 
Oleh karena itu agar sistem kearsipan dapat berjalan dengan baik tanpa 
adanya kendala dalam proses pelaksanaannya maka hal-hal tersebut diatas 
harus dilaksanakan secara optimal dan sungguh-sungguh. Sehingga arti penting 
arsip sebagai memori, acuan, dan pertanggungjawaban dapat terlaksana dengan 
baik. 
Agar apa yang diuraikan dalam penelitian ini dapat dipahami dengan jelas 
maka penulis membuat kerangka berpikir  sebagaimana tertera pada gambar. 
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Gambar 5. Kerangka Berpikir  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kendala-kendala kearsipan 
 Pengurusan surat / dokumen. 
 Penyimpanan arsip 
 Penyusutan dan Pemusnahan 
arsip 
 Pemeliharaan dan 
Pengamanan Arsip 
 
Sistem Kearsipan Pada Badan Keluarga Berencana dan Keluarga 
Sejahtera (KB dan KS) Kabupaten Bone 
TUJUAN KEARSIPAN 
Tercapainya sistem 
kearsipan yang teratur guna 
sebagai bahan 
pertanggungjawaban 
 
SISTEM KEARSIPAN 
(The Liang Gie) 
 
1. Penyimpanan Menurut Abjad  
2. Penyimpanan Menurut pokok soal  
3. Penyimpanan Menurut Wilayah 
4. Penyimpanan Menurut Nomor  
5. Penyimpanan Menurut Tanggal  
KEARSIPAN POLA LAMA KEARSIPAN POLA BARU 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
III.1 Pendekatan Penelitian   
Agar penelitian ini lebih terarah. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu 
masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat 
mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang 
keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti, dalam Hadari Nawawi (33-34 : 
2007). Selanjutnya Sugiono (11 : 2011) berpendapat bahwa pada penelitian 
kualitatif, teori diartikan sebagai paradigma. Penelitian kualitatif bertujuan untuk 
mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah 
proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. 
Dasar teoriris dalam pendekatan kualitatif adalah pendekatan interaksi 
simbolik, diasumsikan bahwa objek orang, situasi dan peristiwa tidak memiliki 
pengertian sendiri, sebaliknya pengertian itu diberikan kepada mereka. 
Pengertian yang diberikan orang kepada pengalaman dan proses penafsirannya 
bersifat esensial serta menentukan. Penelitian ini juga menginterpretasikan atau 
menterjemahkan dengan bahasa peneliti tentang hasil penelitian yang diperoleh 
dari informan dilapangan sebagai wacana untuk mendapat penjelasan tentang 
kondisi yang ada menghubungkan variable-variabel dan selanjutnya akan 
dihasilkan diskripsi tenteng objek penelitian. 
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III.2 Lokasi Penelitian  
Penilitian ini dilaksanakan di kantor Badan Keluarga Berencana dan 
Keluarga Sejahtera (KB dan KS), yang berada di Jln. Mayjen Azis Bustam No. 1 
Watampone, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Dan mengingat merupakan 
salah satu SKPD yang juga menjalankan fungsi kearsipan dalam setiap kegiatan 
administrasinya. Badan ini juga telah menerapkan sistem kearsipan modern 
yakni kearsipan pola baru. 
 
III.3 Tipe dan Dasar Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 
Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau 
keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk 
mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang 
keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Sedangkan dasar penelitiannya 
adalah survei dengan tehnik pengumpulan data yang sesuai dengan rumusan 
masalah. 
 
III.4 Fokus Penelitian 
Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data 
sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan 
pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka penulis akan 
memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap 
penulisan karya ilmiah ini. 
Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pikir. Adapun 
dalam penelitian ini untuk melihat sistem kearsipan  pada badan KB dan KS 
Kabupaten Bone, kami berpatokan pada lima dasar sistem kearsipan yang 
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dikemukakan oleh The Liang Gie (2000) yaitu, sistem menurut abjad, sistem 
menurut pokok soal/ subjek, sistem menurut wilayah, sistem menurut nomor, dan 
sistem menurut tanggal. Selanjutnya berangkat dari sistem tersebut kemudian 
kami melihat sejauh mana penerapan kearsipan pola baru (kartu kendali) dan 
kearsipan pola lama (buku agenda) sudah diterapkan. 
Dalam penilitian tentang sistem kearsipan pada Badan Keluarga 
Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone ada beberapa indikator 
yang harus diperhatikan untuk melihat sistem kearsipan tersebut. Indikator-
indikatornya adalah : 
 Pengurusan dan pengendalian surat/ dokumen 
Pengurusan dan pengendalian surat ini harus jelas agar surat yang 
masuk maupun keluar tidak tercecer dan dapat diklarifikasikan tujuannya 
serta jelas penerimanya agar sistem kearsipan dapat berjalan sesuai 
dengan yang diharapkan. 
 Penyimpanan arsip 
Tahap ini merupakan prosedur atau langkah-langkah pekerjaan yang 
dilakukan sehubungan dengan akan disimpannya suatu warkat. Dalam 
hal ini suatu surat atau arsip disimpan berdasarkan sistem kearsipan 
yang telah ditentukan. 
 Penyusutan arsip 
Penyusutan arsip dapat diartikan sebagai kegiatan mengurangi arsip agar 
arsip yang dibutukan dapat ditemukan dengan mudah atau 
pengklarifikasian arsip aktif dan arsip inaktif. 
 Pemusnahan arsip 
Memusnahkan arsip berarti menghapus keberadaan arsip dari tempat 
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penyimpanan. Jadi pemusnahan arsip adalah tindakan menghancurkan 
secara fisik arsip-arsip yang sudah berakhir fungsinya dan sudah tidak 
memiliki nilai kegunaan lagi. 
 
III.5 Informan 
 Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi 
dan kondisi latar penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman tentang 
penelitian, serta dapat memberikan pandangannya dari dalam tentang nilai-nilai, 
sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. Dalam 
penelitian ini informan yang peneliti maksudkan adalah : 
1. Kepala Badan KB dan KS Kabupaten Bone 
2. pegawai yang mengelola dan pengguna arsip 
 
III.6 Jenis dan Sumber Data 
III.6.1. Data Primer 
Data primer yaitu yang diperoleh secara langsung pada sumber data yaitu 
pada staf kantor Badan KB dan KS Kabupaten Bone terkhusus penanggung 
jawab kearsipan dengan cara pengamatan atau observasi dan wawancara pada 
informan untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan penelitian ini. 
III.6.2. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk 
mendukung penulisan pada penelitian ini melalui dokumen atau catatan yang 
ada serta tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, literatur-literatur, arsip-
arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer yang senantiasa 
berkaitan dengan masalah. 
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III.7 Teknik Pengumpulan Data  
Untuk memperoleh data, sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini melalui :  
1. Observasi  
Observasi (observation) atau pengamatan merupakan teknik  
pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif. Menurut Bungin 
dalam Satori (2007:115) Observasi adalah metode pengumpulan data yang 
digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 
pengindraan. 
2. Wawancara 
 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan 
dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan 
interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (interviewer) dan 
terwawancara (interviewee) dengan maksud menghimpun informasi dari 
interviewee. Interviewee pada penelitian kualitatif adalah informan yang 
daripadanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.  
3.  Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 
majalah, agenda dan lain sebagainya. 
 
III.8 Teknik Analisa Data  
Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kkualitatif yaitu jenis data 
yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. 
Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang 
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dibutuhkan atau tidak. Setelah dikelompokkan data tersebut penulis jabarkan 
dengan bentuk teks agar lebih mengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan 
dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian. 
Untuk menganalisis berbagai fenomena di lapangan dilakukan langkah-
langkah berikut : 
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan 
dokumentasi. 
2. Reduksi data 
Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 
transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini 
bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai 
dengan masalah penelitian. 
3. Penyajian data 
Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian 
(display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi 
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah 
dipahami. Penyajian data dapat dilakukan daloam bentuk uraian naratif. Pada 
langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi 
informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya 
dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar 
fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu 
ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data yang baik 
merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang 
valid dan handal. 
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4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengan 
melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan 
sehingga data-data yang ada teruji validitasnya. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
IV.1.1 Gambaran Singkat Kabupaten Bone 
Bone dahulu disebut TANAH BONE. Berdasarkan LONTARAK bahwa 
nama asli Bone adalah PASIR, dalam bahasa bugis dinamakan Bone adalah 
KESSI (pasir). Dari sinilah asal usul sehingga dinamakan BONE. Daerah 
Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Propinsi 
Sulawesi Selatan, secara Geografis letaknya sangat strategis karena adalah 
pintu gerbang pantai timur Sulawesi Selatan yang merupakan pantai Barat Teluk 
Bone memiliki garis pantai yang cukup panjang membujur dari Utara ke Selatan 
menelusuri Teluk Bone tepatnya 174 Kilometer sebelah Timur Kota Makassar, 
luas wilayah Kabupaten Bone 4,556 KM Bujur Sangkar atau sekitar 7,3 persen 
dari luas Propinsi Sulawesi Selatan, didukung 27 Kecamatan, 333 Desa dan 39 
Kelurahan, dengan jumlah penduduk 648,361 Jiwa. 
 Kabupaten Bone berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut ; 
1. Sebelah Utara Kabupaten Wajo 
2. Sebelah Selatan Kabupaten Sinjai 
3. Sebelah Barat Kabupaten Soppeng, Maros, Pangkep dan Barru 
4. Sebelah Timur adalah Teluk Bone yg menghubungkan Propinsi 
SulawesiTenggara 
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Kalau kita amati Kabupaten Bone termasuk daerah tiga demensi yaitu ; 
Pantai, Daratan dan Pegunungan, luas sawah sebagai lahan pertanian adalah 
455.600 Ha, sehingga Kabupaten Bone ditetapkan sebagai daerah penyangga 
beras untuk Propinsi Sulawesi Selatan yang biasa dikenal dengan istilah 
BOSOWA SIPILU singkatan dari Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang dan 
Luwu, begitu pula daerah pantainya sangat panjang membujur dari Utara ke 
Selatan yang menyusuri Teluk Bone dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten 
Bone, 9 diantaranya adalah masuk daerah pantai seperti Kecamatan Cenrana, 
Tellu SiantingE, Awangpone, Tanette Riattang Timur, SibuluE, Mare, Tonra, 
Salomekko dan Kajuara, dengan demikian sumber mata pencaharian penduduk 
Kabupaten Bone sebagaian besar adalah Petani dan Nelayan. 
IV.1.1 Gambaran Singkat Badan KB dan KS Kabupaten Bone 
Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB dan KS) 
Kabupaten Bone, terletak di Jln. Mayjen Azis Bustam No. 1 Watampone, 
Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 tahun 2008 
Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang dalam 
pelaksanaan tugasnya Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 
Kabupaten Bone Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang meliputi 27 
Kecamatan, 372 Desa dan Kelurahan yang ada di wilayah Kabupeten Bone. 
Dibawah ini akan digambarkan secara sekilas tugas pokok dan fungsi 
organisasi serta sumber daya aparatur sebagai sasaran dan pendukung kinerja 
organisasi adalah sebagai berikut : 
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IV.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 
1. Tugas pokok Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah 
melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka 
pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Keluarga Berencana dan 
Keluarga sejahtera. 
2. Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sekahtera adalah : 
 Melakukan perumusan kebijakan tehnis dibidang Keluarga 
Berencana dan Keluarga Sejahtera, 
 Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Keluarga 
Berencana dan Keluarga Sejahtera, 
 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan 
fungsinya. 
 
IV.1.1.2 Gambaran Struktur Organisasi Keluarga Berencana dan 
Keluarga Sejahtera 
a. Kepala Badan 
b. Sekretaris 
1. Sub Bidang Umum dan Perencanaan 
2. Sub Bidang Keuangan dan Perlengkapan 
3. Sub Bidang Kepegawaian 
c. Bidang Keluarga Berencana 
1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga berencana 
2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja 
d. Bidang KS dan PK 
1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 
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2. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga 
e. Bidang Data dan Informasi 
1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data 
2. Sub Bidang Evaluasi dan Penyajian Data 
f. Bidang Pergerakan Masyarakat 
1. Sub Bidang Institusi dan Peranserta 
2. Sub Bidang Advokasi dan KIE 
g. Unit Pelaksanaan Teknis 
h. Kelompok Jabatan Fungsional 
 
IV.1.1.3 Ketenagaan Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 
Kabupaten Bone 
Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai instansi teknis yang memerlukan 
pelayanan langsung kepada masyarakat, memiliki jumlah tenaga (pegawai) 
yang cukup potensial dan dibedakan dalam dua bagian sebagai berikut : 
1. Tenaga (pegawai) yang berada pada posisi structural yang memangku 
jabatan structural yang dilihat dari jumlah tenaga (pegawai) sebanyak 
52 orang dengan perincian sebagai berikut : 
 Pejabat Eselon (II b) 1 orang, dijabat oleh kepala badan; 
 Pejabat Eselon (III a) 1 orang, dijabat oleh sekretaris; 
 Pejabat Eselon (III b) 4 orang, dijabat oleh 4 kepala bidang 
 Pejabat Eselon (IV a) 29 orang, dijabat oleh 3 orang Sub Bagian, 
8 orang Sub Bidang dan 25 orang UPT; 
 Pejabat Eselon (IV b) 16 orang, dijabat oleh Sekretaris UPT; 
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 Tenaga (pegawai) yang tidak memangku jabatan structural adalah 
staf biasa sebanyak 6 orang. 
 Tenaga Kontrak 30 orang 
2. Tenaga Fungsional 
Tenaga fungsional yang merupakan pelaksana tehnis program 
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ditingkat kecamatan. 
Keberadaan tenaga fungsional tersebut pada 27 kecamatan di 
Kabupaten Bone dengan posisi sebagai tenaga PKB tersebut tahun 
2012 sebanyak 18 orang PKB dan 42 orang PLKB. 
 
IV.1.1.4  Visi dan Misi Organisasi 
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA) 
Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone tahun 
2008 – 2013 yang berfungsi sebagai arahan dan tolak ukur capaian kinerja 
Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone dalam 
kurun waktu lima tahun yang memuat tentang visi, misi, kebijakan,strategi, 
program dan kegiatan tahun 2008 – 2013. 
Sesuai Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2008 – 2013 tersebut 
diatas maka Badan Keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten 
Bone mempunyai visi sebagai berikut : 
Maka ditetapkan visi Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 
tahun 2008 – 2013 adalah sebagai berikut : 
“Terwujudnya Keluarga Berkualitas Tahun 2015” 
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Untuk mencapai visi Badan Keluarga Berencana dan Keluarga 
Sejahtera Kabupaten Bone, dirumuskan misi yang menjadi strategi dasar 
sebagai berikut : 
1. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun 
keluarga kecil berkualitas; 
2. Menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan, 
kemandirian, ketahanan keluarga dan kualitas pelayanan; 
3. Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan 
reproduksi; 
4. Meningkatkan upaya-upaya promosi dan perlindungan serta upaya 
mewujudkan hak-hak reproduksi; 
5. Meningkatkan uapaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan 
kesetaraan gender; 
6. Mempersipkan pengembangan SDM potensial sejak pembuahan 
sampai dengan usia lanjut; 
7. Menyediakan data dan informasi keluarga berskala mikro untuk 
pengelolaan pembangunan khususnya upaya pemberdayaan 
keluarga miskin. 
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IV.2 Hasil dan Pembahasan 
Sistem kearsipan sangat berperan penting dalam penyelenggaraan 
administrasi, sehingga dapat memperlancar proses administrasi. Adapun tujuan 
dari penyelenggaraan kearsipan adalah pencarian atau penemuan kembali arsip. 
Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone 
merupakan unit organisasi yang setiap harinya mengurusi kegiatan administrasi. 
Adapun tahap atau kegiatan yang dilakukan antara lain pengurusan dan 
pengendalian surat serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kearsipan. 
Adapun hasil dari penelitian ini meliputi berikut ini : 
IV.2.1 Sistem kearsipan yang digunakan pada Badan Keluarga Berencana 
Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone. 
Sistem kearsipan yang digunakan pada Badan Keluarga Berencana 
dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone adalah sistem abjad dan pokok soal 
(subjek). Dengan menggunakan sistem abjad dan pokok soal (subjek) akan 
dapat memperlancar penyimpanan arsip dan mempermudah penemuan 
kembali surat maupun arsip. Kedua sistem tersebut masih dipergunakan 
sampai sekarang walaupun terkadang dalam penataannya masih kurang 
teratur. 
Menurut wawancara kami dengan kepala Badan Keluarga Berencana 
dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone yakni Dra. Hj. Ummul Khairy. Z. 
APT. M.Kes, pada hari Selasa, 10 April 2013 sekitar pukul 10.17 Wita, 
Dimana beliau menjelaskan Bahwa : 
“Sistem kearsipan yang digunakan menggunakan sistem abjad dan 
sistem subjek dimana dalam proses kearsipannya dipercayakan kepada sub-
sub bagian untuk mengelola arsip mereka sendiri”. 
 
51 
 
Hal senada juga disampaikan oleh sekretaris Badan Keluarga 
Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone yakni Bapak A. Abdillah,  
menjelaskan Bahwa : 
“Sistem kearsipan yang digunakan adalah sistem subjek, hal ini 
disesuaikan dengan kondisi pengelolaan kearsipannya yang desentralisasi. 
Sistem yang digunakan cukup membantu karena pengelolaannya sudah 
dibedakan berdasarkan sub-sub bagian yang ada, namun sifatnya yang 
desentralisasi menyulitkan apabila kita membutuhkan arsip dari beberapa 
sub bagian terlebih lagi jika ada pengelola dari sub bagian tidak berada 
ditempat maka menyulitkan dalam pengumpulan dan penggunaan arsip 
karena hal yang seperti ini pernah saya alami”. 
 
Kemudian dari wawancara penulis dengan kepala sub bidang data 
dan informasi yakni Ibu Adriani Ahmad. S, SH. pada hari kamis, 11 April 2013 
sekitar pada pukul 09.23 Wita, dimana beliau menjelaskan bahwa : 
“Pengelolalaan kearsipan diserahkan kepada kami dari sub bagian 
untuk mengelola arsip tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem subjek 
dan biasa digabungkan dengan sistem abjad”. 
 
Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat memperoleh gambaran 
bahwa penggunaan sistem kearsipan pada Badan Keluarga Berencana Dan 
Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone disesuaikan dengan kondisi struktural 
pada Badan tersebut yang mana memudahkan mereka dalam 
pengelolaannya. 
Kemudian dari observasi penulis di Badan Keluarga berencana dan 
Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone yang mana mereka telah menerapkan 
sistem gabungan antara kearsipan pola lama dan kearsipan pola baru. Ini 
bisa dilihat dari penggunaan kartu kendali (pola baru) dan menggabungkan 
antara sistem abjad dan sistem pokok soal (subjek), serta penggunaan 
peralatan modern seperti penggunaan filing cabinet dan juga masih 
menerapkan penggunaan buku agenda (pola lama). Namun dalam 
penerapan kartu kendali (pola baru) masih sangat sederhana. 
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IV.2.2 Pengurusan Surat/ Dokumen pada Badan Keluarga Berencana Dan 
Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone. 
Proses pengurusan (penciptaan arsip) surat/ dokumen di suatu 
organisasi sangat penting untuk mengetahui alurnya, hal ini karena proses 
proses penciptaan arsip adalah bagian awal dari seluruh kegiatan kearsipan 
dalam suatu organisasi. Jika arsip yang ada dalam suatau organiasasi tidak 
jelas alur penciptaannya, maka sangat sulit untuk melaksanakan kegiatan 
kearsipan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk 
itu penulis mengurai tentang proses penciptaan arsip pada Badan Keluarga 
Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone. 
Untuk mengetahui alur penciptaan arsip penulis melakukan 
wawancara dengan sekretaris Badan Keluarga Berencana dan Keluarga 
Sejahtera Kabupaten Bone yakni Bapak A. Abdillah, SE. pada hari Rabu, 10 
April 2013 sekitar pukul 10.27 Wita, Dimana beliau menjelaskan Bahwa : 
“Proses penciptaan arsip yang berupa surat keluar dibuat oleh 
masing-masing sub bagian yang ada, lalu selanjutnya setiap surat keluar 
dibawa ke sekretaris dan diserahkan ke sub bagian umum untuk pemberian 
nomor surat, pencatatan surat pada buku agenda surat keluar dan kemudian 
pembuatan kartu kendali”. 
 
Kemudian dengan pertanyaan berbeda beliau menjelaskan bahwa : 
“Sedangkan proses penciptaan arsip yang berupa surat masuk yaitu 
surat yang diterima oleh sekretaris kemudian dibawa ke sub bagian umum 
untuk dilakukan pencatatan dan pembuatan kartu kendali yang selanjutnya 
dibawa ke sub bagian tujuan surat”. 
 
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat memperoleh 
gambaran bahwa proses penciptaan arsip yakni surat masuk maupun surat 
keluar pada Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten 
Bone menggunakan asas sentralisasi dan asas desentralisasi yang artinya 
bahwa proses pengurusan surat baik itu surat masuk maupun surat keluar 
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dilakukan bersama-sama yaitu antara sub bagian umum yang diwadahi oleh 
sekretaris dan sub bagian lainnya dimana dalam hal ini penyampaian surat 
keluar dan penanganan kearsipannya dilakukan oleh masing-masing sub 
bagian tetapi proses pemberian nomor dilakukan pada sub bagian umum dan 
sebaliknya untuk surat masuk, penyampaian surat masuk dilakukan oleh sub 
bagian umum yang kemudian diteruskan ke sub bagian lainnya. 
Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang dilakukan penulis 
mengenai prosedur pengurusan surat masuk dan surat keluar pada Badan 
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone diperoleh data 
sebagai berikut : 
1. Prosedur Pengurusan Surat Masuk 
Prosedur pengurusan surat masuk pada Badan Keluarga 
Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
a. Penerimaan Surat 
Surat yang masuk diterima oleh sekretaris baik surat yang 
diantarkan oleh petugas pos atau kurir kemudian dibuka dan dibaca 
isinya lalu di bawa ke sub bagian umum distenpel tanggal dan waktu 
surat diterima. 
b. Mencatat surat dan pembuatan kartu kendali 
Selanjutnya dilakukan pencatatan surat yang meliputi 
pencatatan tanggal, perihal, dan nomor surat dalam buku agenda 
dan kemudian dibuatkan kartu kendali berdasarkan isi surat. 
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c. Mengelompakkan surat 
Jika telah dilakukan pencatatan dan pembuatan kartu 
kendali terhadap surat-surat yang masuk, maka selanjutnya surat-
surat yang masuk yang ada dikelompokkan berdasarkan sub bagian 
tujuan dari surat untuk memudahkan pengantaran surat ke sub-sub 
bagian yang dituju. 
d. Pengantaran surat masuk ke sub bagian tujuan surat 
Setelah pengelompokan surat selesai, maka petugas dari 
sub bagian umum mengantarkan surat ke pegawai yang berwenang 
pada sub bagian tujuan surat. 
untuk lebih jelasnya mengenai prosedur surat masuk pada Badan 
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kebupaten Bone, dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
gambar 7. Alur Pengurusan Surat Masuk 
 
Pemaparan di atas mengungkapan bahwa pengurusan surat 
merupakan salah satu langkah awal dalam proses penciptaan arsip di 
Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone, 
sehingga dalam proses kegiatannya perlu pengawasan yang baik yang 
bertujuan agar penanganan arsip khususnya mengenai surat yang masuk 
dalam wilayah Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 
                 
Penerimaan surat 
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Kabupaten Bone dapat ditujukan kepada orang yang tepat. Ini 
dimaksudkan agar surat yang masuk tersebut tidak tercecer dan dapat 
ditemukan kembali jika sewaktu-waktu dibutuhkan serta jika menyangkut 
surat penting yang sifatnya sangatlah rahasia bukan tidak mungkin jika 
penanganannya yang salah maka isi dari surat penting tersebut diketahui 
oleh orang-orang yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggungjawab. 
 
2. Prosedur Pengurusan Surat Keluar 
Prosedur pengurusan arsip khususnya surat keluar di Badan 
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone tidak jauh 
berbeda dengan kegiatan pengurusan surat masuk. Hal ini karena 
keduanya merupakan rangkaian pengurusan dalam suatu sistem 
kearsipan. Adapaun prosedurnya adalah sebagai berikut : 
a. Tahap penciptaan surat keluar 
Pembuatan konsep surat, isi, serta tujuan surat diberikan 
kewenangan kepada masing-masing sub bagian yang kemudian 
diserahkan kepada sekretaris untuk dilakukan pengoreksian dan 
kemudian dikembalikan kembali untuk dilakukan pengetikan rangkap 
dua yang satu untuk dikirim dan satunya lagi sebagai arsip. 
b. Penomoran, pembuatan kartu kendali, dan pencatatan 
 Jika proses pengetikan dan pencetakan surat telah selesai 
dilakukan maka tahap selanjutnya adalah membawa surat ke sub 
bagian umum untuk diberikan penomoran surat dan dilakukan 
pencatatan pada buku agenda surat keluar serta dibuatkan kartu 
kendali. 
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c. Penandatanganan dan pengesahan surat 
Proses selanjutnya adalah surat dibawa kepejabat yang terkait 
untuk dilakukan penandatanganan dan dilakukan pengesahan. 
d. Pengiriman surat 
Setelah semua prosedur dilakukan, maka surat keluar 
dimasukkan dalam sampul dituliskan siapa dan alamat yang dituju 
kemudian diteruskan ke ekspedisi untuk dikirim kealamatnya. 
Untuk memperjelas alur pengurusan surat keluar pada Badan 
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone dapat 
dilihat pada gambar Berikut : 
 
 
 
 
gambar 8. Alur Pengurusan Surat Keluar 
 
Dari pemaparan di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat kelemahan 
dalam penciptaan arsip di Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 
Kabupaten Bone, utamanya mengenai pengurusan surat. Adapun kelemahannya 
menurut penulis yaitu dalam pengurusannya tidak memperhatikan penilaian 
surat, dan semua surat dicatat berdasarkan tujuan surat tersebut. Penilaian yang 
dimaksudkan disini adalah tidak adanya perbedaan yang diberikan antara surat 
penting, surat biasa dan surat rahasia. Walaupun dalam proses pelaksanaannya 
mereka menggunakan kartu kendali dalam setiap proses kegiatan surat-
menyurat namun karena kembali kepermasalahan awal yaitu kurangnya 
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pemahaman dalam bidang kearsipan sehingga masalah yang seperti ini dapat 
dihindari. Hal ini juga digambarkan jelas dari wawancara kami dengan A. 
Abdillah, SE. pada hari Rabu, 10 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, Dimana 
beliau menjelaskan Bahwa : 
“Pemahaman mengenai kearsipan untuk pegawai disini masih kurang, ini 
ditambah lagi tidak pernah adanya kegiatan pelatihan mengenai kearsipan juga 
kegiatan kearsipan disini masih mengikuti proses kearsipan dari pejabat-pejabat 
yang bertugas sebelumnya”. 
 
Dari hal ini memang perlu adanya pemahaman yang cukup bagi pegawai 
Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tentang kearsipan sehingga 
akan menunjang kerja kepegawaian dalam hubugannya dengan kearsipan 
terkhusus mengenai penciptaan arsip dan pengelolaannya dalam hal ini 
mengenai prosedur surat masuk dan keluar. 
Berikut data yang diperoleh dari jumlah pengurusan surat masuk dan 
surat keluar pada Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 
Kabupaten Bone dari 6 tahun terakhir dari tahun 2008 – 2013. 
Tabel 1. Data surat masuk dan surat keluar Badan KB & KS kabupaten Bone 
Tahun Surat masuk Surat keluar 
2008 125 210 
2009 143 190 
2010 183 165 
2011 156 182 
2012 173 232 
   2013     169 178 
  (sumber : Arsip Badan KB & KS Kabupaten Bone) 
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IV.2.3 Penyimpanan Arsip pada Badan Keluarga Berencana dan Keluarga 
Sejahtera Kabupaten Bone 
Keberhasilan suatu organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan 
ketatausahaan sangat bergantung pada sistem penyimpanan arsipnya. Hal 
ini karena apabila sistem yang digunakan sudah sesuai dan lebih 
memudahkan kebutuhan organisasi maka tujuan yang hendak dicapai dalam 
penerapan sistem kearsipan yakni pengaturan arsip yang baik dan benar 
sehingga dalam proses penggunaan arsip tersebut nantinya masih dalam 
kondisi baik, lengkap, dan teratur. Terlebih lagi dalam hal penemuan kembali 
arsip yang telah diarsipkan tidak memakan waktu serta tepat 
penyimpanannya. 
Seperti yang dipaparkan sebelumnya, sistem yang digunakan pada 
Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone 
menggunakan sistem abjad dan sistem pokok soal (subjek). Hal ini penulis 
perjelas kembali dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Adriani Ahmad. 
S, SH. Kepala Bidang Data dan Informasi yang penulis wawancarai pada hari 
kamis, 11 April 2013 sekitar pukul 09.30 Wita yang mengungkapkan bahwa : 
“Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa sistem 
pengelolaan arsip dipercayakan kepada tiap-tiap sub bagian. Sedangkan 
untuk memudahkan proses penyimpanan arsip digunakan sistem subjek dan 
juga sistem abjad. Contohnya kami dari sub bagian data dan informasi 
mengelola arsip yang hanya menyangkut urusan kami yang kemudian 
dismpan berdasarkan subjek dan abjad agar lebih memudahkan dalam 
penemuan kembali”. 
 
Hal senada pun disampaikan oleh Ibu Hj. Meni Sensus pegawai 
bidang Keluarga Berencana yang diwawancarai pada hari jumat, 12 April 
2013 sekitar pukul 09.10 Wita yang menjelaskan : 
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“Untuk urusan penyimpanan arsip, dokumen, berkas dan lain 
sebagainya itu kami kelola sendiri, jadi jika ada sub bagian lain yang 
membutuhkan data yang berhubungan dengan kegiatan kami maka harus 
berhubungan dengan kami”. 
  
Dari informasi yang berhasil penulis dapatkan bahwa sistem 
kearsipan di Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten 
Bone lebih menekankan asas desentralisasi, dimana setiap sub bagian 
benar-benar menyimpan sendiri arsip-arsipnya dan tidak adanya sub 
pengontrolan dari sub bagian lain (tidak adanya ruangan lain yang menjadi 
pusat penyimpanan duplikat arsip), sehingga masing-masing sub bagian 
bartanggung jawab terhadap arsipnya sendiri. 
Untuk itu berdasarkan wawancara dan observasi langsung yang 
penulis lakukan walaupun agak berbeda untuk tiap-tiap sub bagian secara 
garis besar cara penyimpanan arsip pada Badan Keluarga Berencana dan 
Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone adalah sebagai berikut : 
a. Pemeriksaan 
Setiap lembar surat atau arsip diperiksa untuk diketahui mana arsip 
yang siap disimpan dan mana yang tidak atau perlu diteliti kembali. 
b. Mengindeks 
Surat maupun arsip pada Badan Keluarga Berencana dan Keluarga 
Sejahtera Kabupaten Bone diindeks berdasarkan abjad nama orang 
(arsip kepegawaian) dan indeks masalah. 
c. Menyortir 
Surat atau arsip yang telah diindeks maka harus dikelompokkan atau 
diklarifikasikan yang tidak mempunyai sangkut paut dalam pokok 
masalah (subjek) maka dipisahkan. 
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d. Menyimpan 
Setelah surat atau arsip tersebut dikelompokkan maka untuk 
selanjutnya dilakukan penyimpanan dengan meletakkan arsip atau 
surat tersebut pada tempat penyimpanan. 
Adapun langkah-langkah tersebut diatas dapat digambarkan sebagai 
berikut : 
 
 
 
Gambar 9. Langkah-langkah penyimpanan arsip 
Dalam penyimpan arsip juga terdapat kendala yaitu ruang penyimpanan 
yang menjadi satu dengan ruang kerja, sehingga menyebabkan ruangan tersebut 
menjadi arus lalu lintas pegawai. Hal ini yang dapat menyebabkan segi 
keamanan dan kerahasiaan arsip kurang terjaga. 
Sementara itu, menurut Bapak A. Abdillah, SE yang adalah sekretaris 
Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone yang 
diwawancarai pada hari Rabu, 11 April 2013 sekitar pukul 11.20 Wita 
berpendapat bahwa : 
“sebenarnya sistem yang digunakan serta kegiatan penataan arsip masih 
perlu dibenahi mengingat seringnya arsip dibutuhkan untuk kegiatan 
administrsai, sehingga jika tidak dijaga dengan baik tentu akan menghambat 
kegiatan administrasi. Hal ini ditambah lagi dengan kurangnya perhatian 
pemerintah pusat terhadap kearsipan. Tidak adanya pelatihan, tidak adanya 
anggaran khusus mengakibatkan kearsipan pada badan ini masih harus dibenahi 
kembali”. 
 
Selanjutnya Ibu Adriani Ahmad. S, SH. kepala Bidang Data dan Informasi 
yang penulis wawancarai pada hari kamis, 11 April 2013 sekitar pukul 09.37 Wita 
yang mengungkapkan bahwa : 
Pemeriksaan 
surat atau arsip 
Mengindeks surat 
atau arsip 
Menyortir surat 
atau arsip 
menyimpan surat 
atau arsip  
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“sistem tata kelola arsip masih belum baik, masih perlu dilakukan 
pembenahan. Pembenahan yang masih perlu dilakukan yaitu penambahan 
peralatan penyimpanan arsip supaya dapat menampung semua arsip yang ada”. 
 
Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, 
kegiatan penyimpanan arsip pada Badan Keluarga Berencana dan Keluarga 
Sejahtera Kabupaten Bone masih perlu dibenahi agar arsip yang ada terjaga 
keberadaannya. Karena pada dasarnya arsip memanglah harus dijaga dengan 
baik karena arsip adalah sumber informasi dan merupakan  titik sentral dalam 
kegiatan administrasi organisasi. Kelemahan yang paling mendasar pada Badan 
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone adalah tidak 
adanya tenaga arsiparis yang terampil pada setiap sub bagian yang ada serta 
tidak memadainya alat penyimpanan arsip yang digunakan dalam proses 
penyimpanan arsip, sehingga arsip tidak terjaga keselamatan dan 
keberadaannya. 
Berikut ini adalah data jumlah peralatan penyimpanan yang digunakan 
dan diperlukan pada Badan Keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera 
Kabupaten Bone : 
Tabel 2. Data jumlah peralatan penyimpanan arsip Badan KB & KS Kabupaten 
Bone 
Jenis peralatan penyimpanan 
 
Jumlah 
 
Kebutuhan 
 
kekurangan 
Filing cabinet 5 buah 10 buah 5 buah 
Ordner (map karton) 43 buah 50 buah 7 buah 
Lemari arsip 3 buah 5 buah 2 buah 
Rak buku/ arsip 3 buah 5 buah 2 buah 
(sumber : Badan KB & KS Kabupaten Bone) 
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Dari jumlah data yang ada dan wawancara serta observasi yang 
dilakukan menunjukkan bahwa jumlah peralatan yang tersedia untuk menunjang 
penyimpanan arsip tidak mencukupi untuk menampung 16 sub bagian kerja yang 
ada pada Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone. 
Maka perlu dilakukan penambahan guna mendukung kelancaran sistem 
kearsipan yang dilakukan. 
 
IV.2.4  Peminjaman dan Penemuan Kembali Arsip 
Hal yang sangat berhubungan dengan tujuan penyimpanan arsip adalah 
agar arsip mudah pengontrolannya  bila dilakukan peminjaman serta 
memudahkan dalam penemuan kembali arsip yang diperlukan. 
Dalam hal peminjaman arsip dalam suatu organisasi pada dasarnya perlu 
diatur atau ditentukan proses peminjaman agar arsip yang terpakai tidak hilang 
atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Untuk Badan 
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone sendiri proses 
peminjaman arsip untuk tiap-tiap bagian masih dilakukan dengan cara yang 
sederhana dan masih mengandalkan rasa kepercayaan. Ini bisa digambarkan 
dari hasil wawancara kami dengan Ibu Adriani Ahmad. S, SH. Kepala Bidang 
Data dan Informasi yang penulis wawancarai pada hari kamis, 11 April 2013 
sekitar pukul 09.40 Wita yang mengungkapkan bahwa : 
“Jika ada pihak yang ingin meminjam arsip, maka sebelum membawa 
arsip, maka terlebih dahulu harus melapor kepada kami dan lamanya arsip akan 
digunakan. untuk peminjaman kami tidak melakukan pencatatan hanya 
mengandalkan kepercayaan saja. Tapi yang terjadi kadang arsip tersebut hilang 
juga jika ada staf yang mengembalikan arsip mereka menaruhnya saja dan tidak 
mengaturnya sesuai dengan kondisi arsip sebelum dipinjam jadi kami harus 
mengaturnya lagi dari awal”. 
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Peminjaman arsip pada Badan Keluarga Berencana dan Keluarga 
Sejahtera Kabupaten Bone belumlah dapat dikatakan baik. Hal ini karena, 
prosedur peminjaman arsip sangatlah mudah karena dengan pelaporan saja 
setiap orang dapat meminjam arsip. Bagaimana jika pengelola yang dipinjam 
arsipnya memiliki pekerjaan yang padat maka kemungkinan besar akan lupa 
siapa yang meminjam arsip jika arsip tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan 
ditambah lagi cuman mengandalkan rasa kepercayaan diri saja. Maka 
sebaiknya pada dasarnya perlu diatur prosedur dan tata cara peminjaman 
yang baik sehingga memudahkan para pengelola untuk melakukan 
pengawasan terhadap keberadaan arsip-arsip yang ada. 
Hampir sama dengan peminjaman arsip, penemuan kembali arsip 
sangat bergantung pada proses penyimpanan arsip. Sehingga berhasilnya 
penyimpanan suatu berkas sangat berkaitan dengan penemuan kembali 
arsipnya. Hal ini karena apabila penemuan kembali arsip sulit dan memakan 
waktu yang cukup lama, maka bagian/ unit lain dalam organisasi dapat 
menilai bahwa sistem penataan berkas tidak baik sehingga tidak dapat 
membantu kelancaran proses administrasi, sebaliknya apabila penemuan 
kembali arsip mudah dan tidak memakan waktu yang lama, maka sistem 
penataan berkas dapatlah dikatakan baik sehingga proses administrasi dapat 
dikatakan lancar. 
Hasil wawancara penulis  yang dilakukan dengan bapak A. Abdillah, 
SE yang adalah sekretaris Badan Keluarga Berencana dan Keluarga 
Sejahtera Kabupaten Bone yang diwawancarai pada hari Rabu, 11 April 2013 
sekitar pukul 11.30 Wita menjelaskan bahwa : 
“Apabila arsip dibutuhkan untuk suatu kegiatan administrasi, maka 
secepatnya akan dilakukan pencarian terhadap arsip tersebut sampai arsip 
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dicari ditemukan. Karena pola penyimpanan arsip yang digunakan adalah 
pola penyimpanan desentralisasi, maka pencarian difokuskan pada pokok 
soal dari arsip yang dicari tersebut (satu ruang saja). Adapun waktu yang 
digunakan apabila arsip tidak ditemukan dalam jangka waktu tiga hari maka 
arsip dianggap hilang dan selanjutnya pihak pengelola arsip menghubungi 
pihak terkait untuk mengadakan kembali arsip atau membuat arsip yang 
baru”. 
 
Pada saat melakukan penelitian pada Badan Keluarga Berencana 
dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone, penulis mendapatkan kasus yang 
dialami penulis sendiri yang mana pada saat penulis membutuhkan data 
mengenai koorganisasian Badan Keluarga Berencana dan Keluarga 
Sejahtera Kabupaten Bone penulis mengalami sedikit hambatan untuk 
masalah waktu. Pada saat penulis meminta berkas tersebut salah satu 
pegawai yang mencari data tersebut kesulitan untuk menemukan berkas 
tersebut dan yang tahu mengenai berkas tersebut pada waktu itu tidak 
berada di kantor yang dikarenakan dinas keluar kota, jadi penulis terpaksa 
menunggu selama tiga hari untuk mendapatkan data tersebut. 
Ini juga yang bisa menjadi kendala yang dikarenakan sifatnya yang 
desentralisasi, apabila dalam waktu segera ada arsip yang dibutuhkan 
namun orang yang bertugas dalam pengelolaan kearsipan untuk sub bagian 
masing-masing sedang tidak ada di tempat atau berhalangan untuk hadir 
maka bisa jadi akan menghambat kegiatan administrasi pada organisasi 
tersebut. 
 
IV.2.5 Penyusutan dan Pemusnahan Arsip pada Badan Keluarga Berencana 
dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone 
Penyusutan dan pemusnahan arsip bertujuan agar arsip yang telah 
terpakai tidak menumpuk dan tidak memenuhi tempat penyimpanan, dengan 
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begitu dapat memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana dengan 
baik. Untuk itu biasanya penyusutan dan pemusnahan arsip diatur dalam 
jangka waktu tertentu. 
Untuk mengetahui penyusutan dan pemusnahan arsip pada Badan 
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone, penulis 
melakukan wawancara dengan sekretaris Badan Keluarga Berencana dan 
Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone yakni Bapak A. Abdillah, SE. pada hari 
Rabu, 10 April 2013 sekitar pukul 11.38 Wita, Dimana beliau menjelaskan 
Bahwa : 
“Sebenarnya untuk penyusutan arsip itu tergantung dari sub-sub 
bagian yang mengelola arsip tersebut, namun kami selalu menekankan agar 
arsip tidak menumpuk sebaiknya dipisahkan antara arsip aktif dan arsip 
inaktif. Tetapi, dalam penerapannya masih ada pegawai yang tidak mengerti 
dan tidak melakukan pemisahan tersebut jadi masih mencampuradukkan 
arsip aktif dan inaktif. Kemudian jika ada arsip inaktif, arsip tersebut 
kemudian dimasukkan kedalam kardus dan digudangkan. Lalu arsip yang 
telah berumur kurang lebih lima tahun keatas akan kemudian dimusnahkan 
dengan cara dibakar:. 
 
Hal senada pun disampaikan oleh Ibu Adriani Ahmad. S, SH. Kepala 
Bidang Data dan Informasi yang penulis wawancarai pada hari kamis, 11 
April 2013 sekitar pukul 09.12 Wita yang menjelaskan : 
“Untuk penyusutan arsip dari pimpinan atas menegaskan supaya 
dilakukan pemisahan arsip aktif dan inaktif agar tidak ada penumpukan arsip 
yang tidak perlu. Tetapi, karena biasanya arsip yang kami kelola sedikit jadi 
tetap saja dicampur antara arsip aktif dan inaktif. Kemudian karena tidak 
memadainya sarana dan prasarana jika ada arsip inaktif, arsip tersebut 
disimpan dalam kardus dan digudangkan”. 
 
Dari hasil wawancara tersebut diatas dan dari observasi penulis dapat 
dilihat bahwa penyusutan arsip pada Badan Keluarga Berencana dan 
Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone tidak berjalan dengan baik. Ini dapat 
dilihat dari tidak adanya prosedur dalam hal penyusutan arsip itu sendiri 
kemudian karena sifatnya desentralisasi penyusutan arsip untuk tiap sub-sub 
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bagian berbeda-beda. Selain itu arsip inaktif yang digudangkan tidak melalui 
pencatatan terlebih dahulu sehingga apabila akan digunakan kembali akan 
memakan waktu yang lama dalam menemukannya. 
Kemudian pemusnahan arsip pada Badan Keluarga Berencana dan 
Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone dilakukan dalam periode arsip yang 
telah berumur lebih dari lima tahun keatas dengan cara dibakar. 
 
IV.2.6 Pengamanan dan Pemeliharaan Arsip 
Berdasarkan observasi langsung penulis, Pengamanan dan 
pemeliharaan arsip pada Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 
Kabupaten Bone masih dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu dengan 
melakukan pengontrolan kemungkinan adanya debu cara membersihkan 
tempat penyimpanan arsip dengan kemoceng dan memberikan kapur barus 
(kamperisasi) pada tempat penyimpanan arsipnya. Selain itu melarang 
pegawai untuk membawa makanan dan minuman serta menaruh makanan 
dan minuman tersebut ke tempat penyimpanan arsip. 
Namun kenyataannya masih ada pegawai yang tidak mengindahkan 
dari larangan untuk membawa makanan dan minuman keatas meja kerja 
mereka yang kalau diperhatikan masih ada berkas dan arsip lain diatas meja 
kerja mereka serta letak dari meja kerja tersebut berdekatan dengan lemari 
tempat penyimpanan arsip atau berkas lainnya. 
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IV.2.7 Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Kegiatan Kearsipan pada 
Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone 
Dari hasil penelitian penulis serta observasi langsung penulis maka 
terdapatnya kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan kearsipan pada 
Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone. 
Kendala-kendala tersebut antara lain : 
a) Sumber Daya Manusia 
Secara umum, masalah sumber daya manusia adalah 
masalah pokok yang terjadi dalam kegiatan kearsipan karena 
merupakan faktor yang menentukan dalam perencanaan tujuan. 
Berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi sangat bergantung 
pada petugas yang menangani arsip sesuai dengan tugas yang 
dibebankan kepadanya. Hal ini menyebabkan sumber daya manusia 
sering disebut faktor sentral dalam kegiatan kearsipan. Tanpa sumber 
daya manusia tidak ada organisasi, dan tanpa organisasi tidak akan 
ada pula administrasi. Begitu pula dalam pelaksanaan sistem 
kearsipan dalam suatu organisasi, dibutuhkan sumber daya manusia 
yang ahli dan memiliki pengetahuan khusus mengenai kearsipan. 
Hasil wawancara yang dilakukakan penulis dengan sekretaris 
Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone 
yakni Bapak A. Abdillah, SE. pada hari rabu, 10 April 2013 sekitar 
pukul 11.45 Wita, Dimana beliau menjelaskan Bahwa : 
“Untuk pegawai disini sendiri memang masih kurang 
pemahaman mereka tentang kearsipan, tidak adanya tenaga arsiparis 
yang handal menyebabkan arsip hanya dikelola dengan cara 
sederhana. juga kami menyadari karena tidak adanya pelatihan 
tentang kearsipan ditambah pula kegiatan kearsipan pada kantor ini 
masih mengikuti keadaan kearsipan dari pegawai yang bekerja pada 
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periode sebelumnya. Keadaan ini masih berjalan sampai sekarang 
juga disebabkan tidak ada juga kepedulian dari pemerintah pusat 
khususnya mengenai kearsipan itu sendiri”. 
 
Sementara itu Ibu Adriani Ahmad. S, SH. Kepala Bidang Data 
dan Informasi yang penulis wawancarai pada hari kamis, 11 April 
2013 sekitar pukul 10.00 Wita menjelaskan bahwa : 
“Memang betul bahwa pegawai pada badan ini masih kurang 
pengetahuan mereka tentang kearsipan, saya sendiri masih mengikuti 
prosedur sistem kearsipan dari tahun-tahun sebelumnya walaupun 
penerapanya saya sesuaikan dengan kondisi kerja yang ada pada 
sekarang ini”. 
 
Untuk memeperoleh data yang akurat, selain memperhatikan 
hasil wawancara dengan para informan, penulis juga melakukan 
pengamanatan langsung (observasi) di lokasi, maka penulis menarik 
kesimpulan bahwa pada Badan Keluarga Berencana dan Keluarga 
Sejahtera Kabupaten Bone belum ada tenaga arsiparis yang handal 
yang bertugas mengurusi arsip-arsip pada badan tersebut. Kegiatan 
kearsipan hanya dilakukan oleh pegawai dengan pengetahuan 
terbatas dan berdampak pada tata kerja kearsipan tidak mengikuti 
perkembangan ilmu kearsipan, sehingga dalam pelaksanaannya 
kegiatan sistem kearsipan pada Badan Keluarga Berencana dan 
Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone dilakukan dengan cara 
sederhana. 
Berdasarkan uraian diatas dalam hal ini masalah sumberdaya 
manusia ini penulis dapat menyimpulkan secara keseluruhan bahwa, 
kepeduliaan suatau organisasi terhadap pentingnya arsip perlu 
ditunjang dengan pengadaan tenaga arsiparis yang handal dan 
dengan penempatan tenaga arsiparis yang ada secara merata di 
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setiap unit yang ada di dalam organisasi. Sehingga, arsip dapat 
dikelola dengan baik dan terselamatkan dari kehilangan atau dengan 
kata lain arsip dapat segera ditemukan apabila sewaktu-waktu 
dibutuhkan, serta pelaksanaan kegiatan kearsipan dapat berjalan 
dengan lancar dan merata pada setiap unit kerja dalam organisasi 
tersebut. 
b) Sarana dan prasarana 
Sarana dan prasarana dalam sistem kearsipan merupakan 
faktor pendukung dalam pelaksanaan sistem kearsipan yang baik. 
Tanpa ditunjang dengan peralatan yang memadai, maka akan sangat 
sulit bagi organisasi untuk melakukan pengelolaan terhadap arsip-
arsipnya dengan baik sesuai dengan prosedur dan mekanisme 
pengelolaan arsip yang baku. 
Ketersediaan sarana dan prasarana erat sekali hubungannya 
dengan ketersediaan dana untuk mencukupi tersedianya sarana dan 
prasarana. Untuk Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 
Kabupaten Bone tidak adanya dana untuk kegiatan kearsipan 
mengakibatkan kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang 
kegiatan kearsipan. 
Hasil wawancara yang dilakukakan penulis dengan sekretaris 
Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone 
yakni Bapak A. Abdillah, SE. pada hari rabu, 10 April 2013 sekitar 
pukul 11.23 Wita, Dimana beliau menjelaskan Bahwa : 
“Keadaan sarana dan prasarana di kantor ini sebenarnya 
masih dianggap kurang untuk mendukung semua kegiatan kearsipan. 
Tidak jarang ada pegawai yang membawa pulang beberapa arsip 
yang dianggapnya penting untuk disimpan di rumah mereka, 
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ditambah lagi tidak adanya pembiayaan yang khusus untuk kegiatan 
kearsipan”. 
 
Dari pengamatan langsung dilapangan yang dilakukan oleh 
penulis memang benar ketersediaan alat penyimpanan berkas pada 
Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone 
masih sangat kurang memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya 
berkas diletakkan di lantai juga diletakkan menumpuk di atas meja 
dan di atas lemari rak penyimpanan arsip, sehingga ruangan terlihat 
sangat tidak rapi. Tentunya hal ini akan membawa dampak negatif, 
diantaranya akan mengurangi kenyamanan pegawai dalam bekerja 
dan juga yang lebih fatal adalah menyulitkan proses pencaraian dan 
penemuan kembali arsip yang dibutuhkan karena letak arsip yang 
sangat berantakan. 
Selain dari keadaan tersebut di atas kendala yang penulis 
amati secara langsung dilapangan yaitu tempat penyimpanan arsip 
yang disatukan dengan tempat kerja pegawai. Keadaan yang seperti 
ini dapat memungkinkan terjadinya kehilangan jika ada pegawai yang 
tidak bertanggung jawab baik itu disengaja maupun tidak disengaja. 
Keadaan tempat kerja yang bercampur dengan tempat penyimpanan 
arsip juga memungkinkan arsip rusak karena dilihat masih ada 
pegawai yang membawa makanan dan minuman ke tempat kerja 
mereka. 
Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Marsani, kepala sub 
bagian umum dan perencanaan yang diwawancarai pada hari senin, 
15 April 2013, sekitar pukul 09.14 Wita yang mengungkapkan bahwa : 
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“peralatan penyimpanan arsip sangat kurang perlu dilakukan 
penambahan peralatan penyimpanan, kerena dengan terbatasnya 
peralatan penyimpanan arsip, berkas-berkas yang ada tidak dapat 
ditata dengan rapi, sehingga terlihat agak berantakan”. 
 
Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan 
sarana dan prasarana penyimpanan arsip pada Badan Keluarga 
Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone belum tercukupi 
dengan baik dan masih dan masih harus dilakukan banyak 
pembenahan dalam pengadaannya. 
Kemudian kendala lain yang terkait dari sistem kearsipan yang 
ada pada Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 
Kabupaten Bone berdasarkan pengamatan (observasi) langsung 
penulis antara lain selain dari dua yang telah dipaparkan penulis di 
atas adalah : 
c) Dalam pengurusan dan pengendalian surat yang masuk tidak 
langsung diproses akan tetapi menungu surat yang masuk terkumpul 
dahulu. 
d) Dalam hal pemeliharaan maupun pengamanan arsip masih kurang 
maksimal. Ini bisa dilihat dari beberapa pegawai yang mengendahkan 
larangan membawa makanan dan minuman ke atas tempat kerja 
serta pemeliharaan dilakukan dengan cara yang sederhana. 
Maka dari hal ini bisa penulis simpulkan bahwa masih kurangnya 
kesadaran para pegawai pada Badan Keluarga Berencana dan keluarga 
Sejahtera Kabupaten bone terhadap peran dan pentingnya arsip dalam 
menunjang kegiatan administrasi khususnya menyangkut kegiatan 
kearsipan. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
V.1. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan mulai dari Bab I sampai 
dengan Bab IV, maka akhirnya pada Bab ini penulis akan memgemukakan 
kesimpulan beserta saran sebagai bahan pertimbangan dalam mencari 
alternative pemecahan, yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam 
meningkatkan peranan arsip sebagai sumber informasi, utamanya dalam sistem 
penataan (filling) dan penemuan kembali arsip. Dari hasil penelitian dan 
pengamatan yang penulis lakukan mengenai kegiatan sistem penataan (filling) 
dan penemuan kembali arsip serta pemeliharaanya dalam “Sistem Kearsipan 
Pada Badan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone” 
maka dapat disimpulkan sebagaimana diuraikan berikut : 
1) Sistem kearsipan pada Badan Keluarga Berencana Kabupaten Bone 
diperoleh asumsi bahwa proses kegiatan kearsipan menggunakan sistem 
pokok soal (subjek) dan sistem abjad serta telah menerapkan sistem 
kearsipan pola baru (kartu kendali) walaupun masih sangat sederhana, 
juga masih menerapkan sistem kearsipan pola lama (buku agenda). 
Sistem kearsipan pada Badan Keluarga Berencana dan Keluarga 
Sejahtera Kabupaten Bone secara umum menggunakan sistem 
desentralisasi walaupun dalam proses pengurusan surat menggunakan 
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sistem kombinasi yakni perpaduan antara sistem sentralisasi dan 
desentralisasi. 
2) Adapun sistem penataan (filling) dalam hal ini penyimpanan arsip, 
peminjaman arsip, penemuan kembali arsip, penyusutan dan pemusnahan 
arsip serta pengamanan dan pemeliharaan arsip belum berjalan baik 
sebagaimana mestinya sesuai prosedur yang berlaku. 
3) Dari segi kendala terutama dari kendala Sumber daya manusia, dalam hal 
ini mengingat kurangnya  kesadaran akan arti peran dan pentingnya 
kearsipan dalam menunjang kegiatan administrsi diperlihatkan dari 
kurangnya tenaga arsiparis yang terampil dan berwawasan yang dimiliki 
oleh badan tersebut dan pemerataan tenaga tersebut tidak merata untuk 
semua sub-sub bagian dan ditambah lagi belum pernah diadakannya 
pelatihan mengenai tata kelola kearsipan baik untuk pegawai lama terlebih 
lagi untuk pegawai baru. Mereka hanya mengikuti prosedur sistem 
kearsipan dari pegawai yang pernah menjabat pada badan tersebut. 
4) Kemudian dari kendala lain tidak adanya dana yang mendukung kegiatan 
kearsipan mengakibatkan kurangnya sarana dan prasarana dalam hal ini 
ketersediannya masih belum cukup memadai, hal ini terlihat dari minimnya 
jumlah alat-alat penyimpanan arsip yang tersedia. Hal ini mengakibatkan 
ada banyak arsip yang tidak dapat disimpan pada lemari penyimpanan 
dengan rapi dan akhirnya menyulitkan pihak pengelola untuk menemukan 
kembali arsip jika dibutuhkan. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa 
secara keseluruhan, sistem kearsipan pada Badan Keluarga Berencana dan 
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Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone masih tergolong jauh di atas standar 
atau bisa dikatakan masih kurang baik. 
 
V.2 Saran 
Adapun saran-saran yang menjadi masukan dari penulis untuk 
pengelolaan sistem kearsipan pada Badan Keluarga Berencana dan Keluarga 
Sejahtera Kabupaten Bone adalah : 
1. Untuk memperlancar jalannya proses penyimpanan dan penemuan 
kembali arsip agar mudah dan cepat pada Badan Keluarga Berencana 
dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone sebaiknya sistem kearsipan 
yang ada harus dapat dimengerti, mudah dipahami dan dilaksanakan 
dengan baik. 
2. Pengurusan dan pengendalian surat pada pada Badan Keluarga 
Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone sebaiknya 
ditingkatkan kembali guna kelancaran dalam pemrosesan surat yaitu 
mulai dari penerimaan, pencatatan, pengarah/pengendali, penyampaian 
sampai pada penyimpanannya. 
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan kearsipan pada Badan 
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone perlu di 
atasi dan ditindak jika dilihat dari beberapa aspek yang ada yaitu : 
a) Sumber Daya Manusia. 
 Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya dapat 
menerapkan ilmu yang telah dimiliki yaitu dengan memberikan 
pelatihan, pendidikan, kursus-kursus mengenai pengelolaan 
kearsipan. 
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 Meningkatkan kesadaran para pegawai terhadap peran dan 
pentingnya suatu arsip yaitu dengan memberikan arahan, 
bimbingan tentang kearsipan selain itu perlu adanya tanggung 
jawab dari pengelola arsip. 
 
b) Lingkungan/ tempat  
 Ruang penyimpanan arsip dan ruang kerja sebaiknya perlu 
pembedaan supaya tidak menjadi lalu lintas pegawai serta supaya 
kerahasiaan dan keamanan arsip dapat terjaga. 
 Jumlah fasilitas kearsipan perlu diadakan, dan ditempatkan secara 
merata disetiap unit yang ada, karena fasilitas penyimpanan 
sangat menentukan keselamatan arsip, dan menjadi sarana vital 
dalam mendukung tercapainya sistem penataan arsip. 
 Setidaknya disediakan penganggaran terhadap kegiatan sistem 
kearsipan guna menunjang ketersediaan sarana dan prasarana 
yang ada. 
 Pemeliharaan dan pengamanan arsip perlu ditingkatkan yaitu 
tidak hanya membersihkan dengan kemucing saja sebaiknya perlu 
menggunakan vaccum cleaner supaya lebih efesien dan efektif. 
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DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN 
 
1) Sistem kearsipan apa yang digunakan ? 
2) Bagaimana proses pengurusan dan pengendalian surat pada Badan 
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone ? 
3) Apakah yang mengelola arsip di kantor bapak/ibu adalah seorang 
arsiparis ? 
4) Bagaimana cara penyimpanan arsip pada Badan Keluarga Berencana 
dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone ? 
5) Peralatan dan perlengkapan apa sajakah dalam penyimpanan arsip ? 
6) Langkah-langkah apa sajakah yang dapat digunakan untuk menemukan 
kembali arsip pada Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 
Kabupaten Bone ? 
7) Bagaimana penyusutan arsip pada Badan Keluarga Berencana dan 
Keluarga Sejahtera Kabupaten Bone ? 
8) Ketentuan-ketentuan apa saja yang berlaku dalam pemusnahan arsip ? 
9) Bagaimana langkah pemusnahan arsip ? 
10) Dalam jangka waktu berapa dilakukan pemusnahan arsip ? 
11) Bagaimana cara menjaga keamanan arsip ? 
12) Bagaimana cara menjaga keutuhan arsip ? 
13) Apakah ada dana untuk menunjang kegiatan kearsipan ? 
14) Bagaimana cara pemeliharaan arsip ? 
15) Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam kegiatan kearsipan? 
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